BAB I                                                                                                                         
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan sebagai suatu proses pengembangan yang dilakukan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik, memerlukan suatu dimensi waktu untuk pencapaiannya, tergantung dari tujuan yang disepakati bersama. Perencanaan menjadi semakin penting apabila diperhadapkan pada situasi keterbatasan khususnya daerah kabupaten/kota yang baru seperti Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk itu, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan adanya pilihan-pilihan, skala prioritas, pentahapan dan strategi yang tepat.
Dengan dimekarkannya Kabupaten Minahasa Selatan  menjadi dua Kabupaten, sesuai UU No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Sulawesi Utara dimana telah diresmikannya Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 23 Mei 2007 oleh Mendagri at Interim sehinga perlu dilakukan penyesuaian dalam hal perencanaan pembangunan di masing-masing wilayah, serta diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam kerangka itu, maka Kabupaten Minahasa Selatan dipandang perlu melakukan Review Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan maksud memperbaharui dokumen perencanaan lima tahunan. Untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu 20 tahunan. Dalam penyusunan RPJM Daerah, apabila daerah belum memiliki RPJP maka dapat mengesampingkannya dalam penyusunan RPJMD dimaksud, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati/Wakil Bupati terpilih yang pada prinsipnya merupakan konsep pengembangan dan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi semua dimensi pembangunan yang ada. Dalam hal ini, potensi-potensi yang ada baik dinamis maupun statis dibahas dalam suatu kerangka yang sistematis, komprehensif, integral dan holistik dengan memperhitungkan kecenderungan lingkungan strategis yang berkembang baik lokal, regional nasional maupun internasional. Disamping itu, senantiasa merujuk pada paradigma nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan RPJM Nasional, serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.  Untuk mengakomodir  dokumen perencanaan dimaksud dalam rangka menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas  kebijakan program secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Penyusunan RPJM ini disusun berdasarkan perkembangan lingkungan strategik internal maupun eksternal terutama pada data tentang: 
1. PDRB dan statistik berbagai fungsi pemerintahan dibidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; 
2. Statistik fungsi-fungsi pemerintahan bidang sosial budaya seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; 
3. Statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat;

4. Statistik bidang fisik prasarana, pola-pola penataan ruang dan kawasan strategis, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah;

5. Kapasitas fiskal dan keuangan daerah.
Selanjutnya, RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM daerah ini melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. RPJM ini mengacu dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program pasangan Bupati / Wakil Bupati terpilih, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan didalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah,  dengan memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan propinsi. Program pembangunan 2005 masih tetap mengacu pada rencana pembangunan yang telah diagendakan dalam APBD sehingga hal ini menjadi satu kesatuan dari pada RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2010.
Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi ketentuan normatif aturan perundangan perencanaan nasional dan daerah baik pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan melibatkan DPRD, maupun masyarakat setempat dalam menyusun rangkaian perencanaan daerah sebagai berikut:
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) 

Berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM daerah setiap lima tahun sekali.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Daerah), 
RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP-Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, dan kondisi yang diharapkan, melalui kajian analisis lingkungan internal dan eksternal yang menghasilkan, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan. 
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah dibawah koordinasi Bappeda.
4. Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan musrenbang daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN

Review RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun  2005 – 2010 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan perubahan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang.
Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Minahasa Selatan.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD  dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menjadikan  tolok ukur dalam pencapaian dan evaluasi kinerja tahunan, satuan kerja perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
C. LANDASAN PENYUSUNAN RPJM DAERAH
Dalam penyusunan RPJM daerah ini, mengacu dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Penyelenggaran pemerintahan antara lain:
1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286)
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara.
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437)

6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438).
7. Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tengara. 

8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 

9. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12.  Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
D.
HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Keterkaitan antara RPJM dengan rangkaian dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJP, RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD dan APBD digambarkan merupakan satu kesatuan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJM ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.
E. 
POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN REVIEW RPJM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilaksanakan dengan memperhatikan RPJP daerah sebagai pedoman penyusunan RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKP Daerah yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan RAPBD serta untuk penetapan APBD.
RPJM Daerah juga dijadikan pedoman renstra SKPD dan kemudian dituangkan ke dalam RKPD untuk rincian APBD.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH
A.
Kondisi  Geografis


Letak geografis Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi tengah jazirah Propinsi Sulawesi Utara, yang secara administratif terletak di sebelah selatan Kabupaten Minahasa (induk), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Utara
: Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa (Induk).

Timur
: Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selatan
:  Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Barat
:  Berbatasan dengan Laut Sulawesi.


Dalam perspektif regional Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi “strategis”, karena berada pada jalur lintas darat Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi. Pada pesisir jalur laut bagian utara, merupakan daerah yang sangat strategis untuk pengembangan produksi perikanan di kawasan timur Indonesia dan daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah    dan kawasan Indonesia timur, bahkan untuk kawasan Asia Pasifik. Sementara untuk jalur laut bagian selatan, sangat strategis juga untuk pengembangan produksi perikanan sebagaimana pada jalur utara yang memiliki potensi pengembangan perikanan laut di kawasan timur Indonesia.

Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai topografi wilayah berupa bukit-bukit/pegunungan dan sebagian kecil adalah dataran rendah  bergelombang dan memiliki sungai-sungai besar dengan posisi dari daerah pantai sampai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Luas Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.591,65 Km2, terdiri dari 14 (Empat Belas) Kecamatan. Pada awal pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, secara administratif sesuai dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 13 Kecamatan, namun perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan berbagai tuntutan masyarakat yang telah direspons secara positif oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa serta sejalan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten / Kota maka terbentuklah Kecamatan hasil dari pemekaran Kecamatan Belang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 dan Kecamatan Kumelembuai hasil pemekaran dari Kecamatan Motoling berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2003, sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13 Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dan berdasarkan  Undang-Undang Nomor UU NO. 9 Tahun 2007 yang telah diresmikan pada tanggal 23 Mei 2007 oleh Mendagri at Interim tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Sitaro di Propinsi Sulawesi Utara maka Kabupaten Minahasa Selatan menjadi 14 (empat belas) Kecamatan seperti pada tabel 1 berikut ini:
Tabel  1

14 Kecamatan dan Luas Wilayah
	No.
	Kecamatan
	Luas (Km2)
	Keterangan

	1
	Modoinding
	66,40
	

	2
	Maesaan
	94,43
	

	3
	Tompaso Baru
	141,47
	

	4
	Ranoyapo
	134,40
	

	5
	Motoling
	125,93
	

	6
	Kumelembuai
	97,24
	

	7
	Tenga
	196,31
	

	8
	Sinonsayang
	108,36
	

	9
	Amurang Barat
	122,13
	

	10
	Amurang
	170,09
	

	11
	Amurang Timur
	53,09
	

	12
	Tareran
	98,20
	

	13
	Tumpaan
	128,40
	

	14
	Tatapaan
	55,20
	

	Jumlah
	1.591,65
	


Dalam waktu dekat direncanakan akan ada pemekaran 3 (tiga) Kecamatan.

Penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, yang sangat potensial adalah lahan sawah dan pertanian ladang, tanah perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Penggunaan tanah perkebunan besar (dalam hal ini hak guna usaha) telah lama keberadaannya di wilayah ini. Salah satu keuntungannya adalah dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, baik untuk perkebunan kelapa maupun pabrik pengelolaannya sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. 

B.  
PEREKONOMIAN DAERAH

Sumberdaya alam berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya air, dan sumberdaya mineral/tambang. Potensi sumberdaya lahan dapat diketahui apabila dilakukan identifikasi dan evaluasi potensi lahan, terutama untuk berbagai penggunaan lahan yang ditentukan.


Kabupaten Minahasa Selatan memiliki sumberdaya lahan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dan didayagunakan terutama untuk lahan pertanian. Berkenaan dengan itu, maka mata pencarian penduduk Minahasa Selatan bergerak di sektor pertanian, sehingga penduduk Minahasa Selatan masih tergolong sebagai masyarakat agraris. Latar belakang mata pencarian seperti ini pada satu sisi sangat mendukung pemenuhan kebutuhan internal (konsumsi keluarga/daerah), sedangkan di sisi lain dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai produk unggulan yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi. Di samping itu, potensi sumber daya perairan (laut, danau, sungai) Minahasa Selatan dengan sumberdaya hayati perikanan yang sangat besar memberi harapan bagi peningkatan kemakmuran masyarakat di masa depan.
a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Potensi persawahan diwilayah Kabupaten Minahasa Selatan cukup memadai untuk tanaman padi dan palawija guna memenuhi kebutuhan bahan pangan. Pola budidaya padi sawah yang diterapkan didaerah ini sudah maju, masyarakat sudah menerapkan teknologi pertanian (menggunakan pupuk dan  pestisida). Pengelolaan tanah dilakukan dengan menggunakan traktor, tenaga sapi dan manusia. Umumnya lahan usaha tani merupakan sawah dengan irigasi semi tehnis dan sederhana, disamping itu terdapat pula sawah tadah hujan. Penanaman dapat dilakukan 2 (dua) kali musim tanam dan kadang kala dapat digilirkan dengan tanaman palawija.

Adapun tanaman pangan yang diusahakan oleh penduduk adalah padi, kacang tanah, kedelai, jagung, ubi-ubian, dan sayur-sayuran serta tanaman hortikultura lainnya. Bahkan tanaman hortikultura yang ada di wilayah Minahasa Selatan (Kecamatan Modoinding) sangatlah maju dan teruji kualitasnya sehingga daerah ini ditetapkan sebagai daerah pengembangan program Agropolitan, karena hasilnya telah mampu dipasarkan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional dan hal ini sangat besar kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi upaya meningkatkan pendapatan daerah. 

Luas panen dan produksi tanaman pangan di wilayah ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut  ini :
Tabel 2
Capaian Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan Produksi 
Komoditi tanaman Pangan
	No.
	Jenis Komoditi
	Luas  Tanam (Ha)
	Luas Panen (Ha)
	Luas Panen (Ha)
	Prov. 

(Kw/Ha)
	Produksi (Ton)

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
	Padi  sawah

Padi ladang

Jagung

Kacang Tanah

Kacang Hijau 

Kedele

Ubi Kayu

Ubi Jalar 
	10.915

804

12.006        347

40

10

176

78
	10.791

648

11.57

365

56

16

146

80
	10.915

804

12.006

        347

40

10

176

78
	4.600

2.432

3.206

2

1.802

1.224

11.919

8.875
	50.210,911.955,5

38.486,6

555

72,1

12,2

2.097,7

692,3


Sumber : Data 2006 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan, 
Berdasarkan tabel diatas, produksi padi sawah di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2006 sebesar 50.210,91 Ton sedangkan produksi jagung 38.486,6 ton. 

Apabila dikonversikan ke Gabah Kering Giling (GKG) menjadi 57.472 ton beras (82 % dari 70.089,1 ton Gabah Kering Panen). Kemudian dikonversikan ke Beras menjadi 40.659,6 Ton (70,75% dari 57.472 Ton Gabah Kering Giling). Selanjutnya berdasarkan data dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006, dengan jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 202.391 jiwa dengan konsumsi/kapita/orang/tahun sebesar 136 Kg. Maka kebutuhan beras Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 40.449,2 Ton, sehingga dengan demikian untuk Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 berada pada posisi swasembada beras bahkan surplus beras sebesar 5% penyusutan dari 210,4 ton menjadi 199 ton beras. Sedangkan luas lahan serta produksi sayur-sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Minahasa Selatan tergambar pada tabel 3 & 4 berikut ini:
Tabel 3
Capaian Luas Tanam, Luas Panen, Provitas dan 

Produksi Komoditi Sayuran Semusim
	No.
	Jenis Komoditi
	Luas Tanam (Ha)
	Luas Panen (Ha)
	Prov.

(Ton/Ha)
	Produksi (Ton)

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


	Bawang merah

Bawang daun

Kentang

Kubis

Pitsai/Sawi

Wortel

Kacang merah

Kacang panjang

Cabe besar

Cabe rawit

Tomat

Terung

Buncis

Ketimun

Labu Siam

Kangkung 

Bayam

Semangka

Labu Kuning
	-

2.391

2.790

332

263

394

280

4

12

111

1.411

-

26

42

35

18

2

-

239


	-

2.464

2.795

340

274

393

173

3

47

423

1.631

-

25

45

33

116

1

1

249
	13,00

20,00

35,00

15,00

26,00

4,02

4,00

4,00

3,93

13,00

-

15,01

20,00

20,00

14,00

2,00

32,00

20,00
	-

32.031,00

55.900,00

11.900,00

4.110,00

10.218,00

697,10

12,00

188,00

1.664,60

21.202,68

-

375,25

900,39

660,00

1.624,00

2,00

32,00

4.980


Sumber : Data 2006 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan, 
Tabel 4

Capaian Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Buah-buahan

	No.
	Jenis Komoditi
	Penanaman

Baru

(Pohon)
	Tanaman menghasilkan (Pohon)
	Produktifitas

(Kg/Pohon)
	Produksi     (Ton)

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
	Alpukat

Blimbing

Duku/Langsat

Durian

Jambu Biji
Jambu Air
Jeruk siam/Keprok
Jeruk besar

Mangga

Manggis

Nangka/Cempedak

Nenas

Pepaya

Pisang

Rambutan

Salak

Sirsak

Sukun

Melinjo
	675

30

2.020

2.709

50

30

10

125

3.510

125

292

6.885

1.074

24.574

13.826

-

404

-

-
	4.130

88

8.168

10.953

2.402

2.424

410

621

10.370

1.385

1.867

42.475

23.455

75.998

38.380

426

1.486

92

65
	60

20

30

125

25

25

44

65

75

50

50

3

25

35

65

15

30

30

30
	247.800

1.760

245.040

1.369.125

60.050

60.600

18.040

40.365

777.750

69.250

93.350

127.425

586.375

2.659.930

2.494.700

6.390

44.580

3.220

1.300


Sumber : Data 2006 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan,
Pengembangan pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi yang sangat signifikan sebagai leading sektornya adalah adanya ketersediaan lahan sangat memadai seperti tersebut pada tabel 4a berikut :
Tabel 4a.

Potensi Lahan Sawah Kabupaten Minahasa Selatan

	NO.
	Kecamatan
	Lahan sawah (Ha)
	Jumlah

	
	
	Irigasi Teknis
	Setengah Teknis
	Irigasi Desa
	Tadah Hujan
	

	1.
	Tareran
	0
	0
	99
	267
	366

	2.
	Tumpaan
	0
	230
	77
	3
	310

	3.
	Tatapaan
	0
	330
	0
	70
	400

	4.
	Amurang Timur
	0
	75
	0
	96
	171

	5.
	Amurang
	0
	0
	30
	0
	30

	6.
	Amurang Barat
	0
	0
	51
	50
	101

	7.
	Tenga
	0
	555
	29
	2
	586

	8.
	Sinonsayang
	0
	195
	0
	5
	200

	9.
	Kumelembuai
	0
	0
	20
	0
	20

	10.
	Motoling
	0
	0
	80
	0
	80

	11.
	Ranoyapo
	0
	472
	292
	169
	933

	12.
	Tompaso Baru
	0
	719
	121
	0
	840

	13.
	Maesaan
	0
	765
	27
	0
	792

	14.
	Modoinding
	0
	0
	61
	106
	167

	Jumlah
	0
	3.341
	887
	768
	4.996


Sumber : Data 2006 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan, 
Dari luas potensi lahan pertanian dimaksud pada tabel 4a di atas, Kabupaten Minahasa selatan, masih memiliki lahan pertanian yang dapat dikembangkan sebagai lahan produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tabel 4b di bawah ini.

Tabel 4b.

Potensi Lahan Kering Kabupaten Minahasa Selatan

	NO.
	Kecamatan
	Luas Lahan Kering (Ha)
	Jumlah

	
	
	Peka-

rangan
	Tegalan

Kebun

Ladang
	Tanah yg

Tidak

Diusahakan
	Perke-

bunan
	

	1.
	Tareran
	414
	5.977
	962
	1.147
	8.500

	2.
	Tumpaan
	815
	2.678
	2.291
	3.174
	8.958

	3.
	Tatapaan
	209
	1.126
	337
	1.632
	3.304

	4.
	Amurang Timur
	305
	1.551
	1.647
	1.472
	4.930

	5.
	Amurang
	2.820
	3.495
	2.972
	3.320
	12.607

	6.
	Amurang Barat
	620
	3.918
	2.265
	2.335
	9.158

	7.
	Tenga
	1.306
	8.478
	2.600
	2.794
	15.176

	8.
	Sinonsayang
	510
	4.220
	3.491
	1.657
	9.878

	9.
	Kumelembuai
	352
	1.503
	951
	5.629
	8.435

	10.
	Motoling
	410
	1.964
	524
	948
	3.848

	11.
	Ranoyapo
	262
	4.286
	1.183
	930
	6.661

	12.
	Tompaso Baru
	883
	1.941
	1.377
	1.524
	5.725

	13.
	Maesaan
	536
	1.338
	1.084
	1.159
	4.117

	14.
	Modoinding
	226
	5.467
	214
	37
	5.944

	Jumlah
	9.668
	47.940
	21.898
	27.733
	107.239


Sumber : Data 2006 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan, 
Luas Lahan tidur 21.898 ha seluas ini diperkirakan akan berkurang lahan arealnya dari tahun ke tahun dan diperkirakan pada tahun 2010 tinggal sekitar 10.000 Ha.
b. Tenaga Kerja dan Sarana Perekonomian

Jumlah  Angkatan Kerja atau  yang usianya di atas 15 tahun ke atas  di Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 135.274 orang. Atau 66,84%. Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Sarana dan Prasaran perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada daftar dibawah ini :

· PT   

:      35 
Buah

· CV

:      76 
Buah

· UD

:      54 
Buah

· KUD

:      65 
Buah

· Koperasi Tani 

:    132 
Buah

· KSU

:      76 
Buah

· Biro Jasa  

:       11 
Buah

· Koperasi Produsen  

:       84 
Buah

· Koperasi Simpan Pinjam

:       41 
Buah
· Toko

:    318 
Buah

· Bengkel

:    162 
Buah

· Warung

: 2.825
Buah

· Wartel

:      69 
Buah

· Kios BBM

:      97 
Buah

· Gudang

:      28 
Buah 

Buah

· Gilingan Padi dan Jagung
:    142 
Buah
c. Perikanan
Sumberdaya air yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan berupa sungai-sungai disamping danau, telaga, rawa, bendungan dan laut/pantai yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk sektor pertanian dan perikanan juga sebagai sumber air bersih. Oleh karena itu,  sektor perikanan cukup potensial di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Namun potensi perikanan ini, baik perikanan laut maupun darat belum digarap secara optimal.. Sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu tradisional dan hasil tangkapannya digunakan untuk konsumsi lokal, disamping itu pula terdapat rumput laut. Pembudidayaan ikan air tawar pengembangannya dilakukan dalam tambak, karamba ataupun jaring apung, juga mina padi . Hasil produksi perikanan ini dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini .                                  
Tabel 5
Jenis Komoditi dan Produksi Perikanan 

Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenis Komoditi
	Hasil Produksi

(Ton)

	1.

2.

3.

4.

5.

6.
	L a u t

K o l a m

Karamba

T a m b a k

D a n a u

S u n g a i
	7.621,7
1.115
550
215
21
137,4


Sumber : Data 2006 Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Minahasa Selatan,
Sebagai daerah yang berbatasan dengan laut, Kabupaten Minahasa Selatan memiliki panjang garis pantai 86,94 km, yang mencakup wilayah daratan (Kecamatan Tumpaan, Amurang, Amurang Timur, Amurang Barat Tenga dan Sinonsayang) serta Pulau-pulau kecil sepanjang 10 km, sebagaimana tertera pada tabel 6 berikut ini :                            
Tabel 6
Nama-nama Pulau Kecil di Kabupaten Minsel 
	No
	Nama Pulau
	Lokasi
	Luas (Ha)

	1
	P. Tatapaan
	Kec. Tatapaan
	2,5

	2
	P. Kelapa
	  Kec. Tatapaan
	0,1

	3
	P. Sepatu
	  Kec. Tatapaan
	0,1

	4
	P. Burung
	  Kec. Tatapaan
	0,1

	5
	P. Tikus
	  Kec. Tatapaan
	0,1

	T o t a l
	     2,9 


Sumber : Data 2006  Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Minahasa Selatan
Disamping itu, terdapat 7 Kecamatan wilayah pesisir pantai yang memiliki potensi untuk pengembangan sumberdaya perikanan, yaitu Tatapaan, Tumpaan, Amurang Timur, Amurang, Amurang barat, Sinonsayang, dan Tenga dengan potensi perikanan seperti terlihat dalam tabel 7 berikut ini :
Tabel 7
Potensi Perikanan di Kabupaten Minahasa Selatan

	J e n i s
	Areal (Ha)

	
	Potensi
	Realisasi

	a. Perikanan Darat (Budidaya)

· Kolam

· Sawah/Mina Padi

· Jaring Apung/Karamba


	100 ha
883 ha
180 Unit


	462.45 ha
215.5 ha
52 unit


	b. Perikanan Laut (Budidaya)

· Rumput Laut (Hecredi)
· KJA Ikan (Kerapu, Bobara)
· Kerang Mutiara
· Teripang
· Udang
	2.550 ha
1.050 ha
200 Ha

50

20
	22 ha
274 unit
-
-

-

	c.  Mangrove (Hutan Bakau)
	750  ha
	-

	d.  Padang Lamun
	1.100  ha
	-

	e.  Terumbu Karang
	1.500  ha
	-

	f.   Danau :

· D. Mokobang

· D. Iloloy

· D. Moat
	3
1

2
	-
-

-


Sumber : Data 2006 Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Minahasa Selatan
Sedangkan Armada Perikanan, Jumlah Nelayan, Petani Ikan, Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Sarana Penunjang yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan adalah seperti terlihat pada tabel 8 berikut ini :
Tabel 8
Fasilitas Sektor Perikanan di Kabupaten Minahasa Selatan
	Fasilitas
	J u m l a h   (Unit)

	A. Armada Perikanan
	

	1.  Alat Tangkap

· Pajeko (Purseseine)

· Jaring Insang Tetap (Gillnet)

· Pancing Tonda

· Pancing Noru
· Pukat pantai
· Bagan
· Alat Tangkap Lain (Panah, Jubi, dll)

2.   Perangkap

· Sero

· Bubu

3.   Alat Bantu Tangkap

· Rumpon

· Perahu Motor

· Perahu Tanpa Motor


	35

359

1.322

6.477

136

10

198

126

150

152

251

610

	B. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)
	4.031 RTP

	C. Jumlah Nelayan/Penangkap Ikan
	6.488 Jiwa

	· Perairan Laut
· Perairan Umum (Sungai, Danau, waduk)
	6.378 Jiwa
110 Jiwa

	D.  Jumlah Pembudidaya
	1.376 Jiwa

	· Pembudidaya Air Tawar

· Pembudidaya Payau/Laut
	1.201 Jiwa

175 Jiwa

	D.  Jumlah Pengolah Ikan
	252 Jiwa

	E.   Jumlah Pedagang/Petibo Ikan
	1.081 Jiwa

	D. Sarana Penunjang
	 

	· Pabrik Es/Cold Storage (210 Ton)

· Industri Perikanan d

· BBI di Tompaso Baru

· Sarana Pengolahan (Pengasapan)


	2

3

Direhab

32




Sumber : Data 2006 Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Minahasa Selatan,
Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan laut, maka di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat Desa-desa pesisir, yakni  Arakan, Sondaken, Wawontulap, Popareng, Bajo, Matani, Tumpaan I, Tumpaan, Lopana,  Lewet, Pondang, Ranomea, Bitung, Uwuran I, Ranoiapo, Kawangkoan Bawah, Rumoong Bawah, Desa Kapitu, Teep, Radey, Sapa, Blongko, Aergale, Boyong Pante, Ongkaw, Tanamon, Poigar.
d. 
Peternakan.

Potensi peternakan cukup memadai terutama ternak sapi, kuda, babi, serta jenis unggas yaitu ayam dan itik. Produksi daging relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Minahasa Selatan bahkan banyak yang dipasarkan ke daerah lain. Keadaan ini sangatlah mendukung dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Jumlah populasi ternak di wilayah  Kabupaten Minahasa Selatan dapat diihat pada tabel 9.a dan 9.b berikut ini : 
Tabel 9.a
Data Populasi dan Produksi Daging 

di Kabupaten Minahasa Selatan
	NO
	KECAMATAN
	JENIS  TERNAK

	
	
	SAPI
	KUDA
	KAMBING
	BABI
	PUYUH

	
	
	Populasi (Ekor)
	Prod. Daging

(Kg)
	Populasi (Ekor)
	Prod. Daging

(Kg)
	Populasi (Ekor)
	Prod. Daging

(Kg)
	Populasi (Ekor)
	Prod. Daging

(Kg)
	Populasi (Ekor)

	1.
	Amurang
	170
	16.399
	28
	358
	55
	550
	1.920
	17.612
	4.574

	2.
	Amurang Barat
	590
	24.888
	27
	346
	30
	300
	1.918
	17.754
	-

	3.
	Amurang Timur
	180
	17.363
	14
	172
	40
	400
	1.875
	17.757
	-

	4.
	Tareran
	275
	18.753
	14
	-
	-
	-
	3.123
	14.150
	-

	5.
	Tenga
	2.078
	35.190
	-
	-
	75
	625
	2.150
	15.925
	-

	6.
	Sinonsayang
	1.301
	29.249
	-
	1.440
	450
	3.100
	1.651
	70.918
	-

	7.
	Tumpaan
	315
	7.081
	50
	-
	125
	861
	725
	31.142
	--

	8.
	Tatapaan
	295
	6.632
	-
	-
	150
	1.033
	527
	22.637
	-

	9.
	Motoling
	705
	15.850
	-
	-
	-
	-
	1.654
	71.047
	-

	10.
	Kumelembuai
	620
	13.939
	-
	-
	-
	-
	1.734
	74.483
	-

	11.
	Ranoyapo
	725
	16.299
	8
	230
	-
	-
	2.150
	92.323
	-

	12.
	Tompaso Baru
	472
	10.611
	15
	432
	257
	1.770
	357
	15.334
	-

	13.
	Maesaan
	421
	9.465
	14
	403
	124
	854
	365
	15.678
	-

	14.
	Modoinding
	380
	8.543
	-
	-
	-
	-
	423
	18.169
	-

	JUMLAH
	8.527
	239.299
	170
	3.381
	1.306
	9.493
	23.067
	602.960
	4.574


Sumber : Data 2006 Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan
Tabel 9.b
Data Populasi dan Produksi Daging dan Telur 
di Kabupaten Minahasa Selatan
	NO
	KECAMATAN
	JENIS  TERNAK 

	
	
	AYAM  BURAS
	AYAM  RAS
	ITIK

	
	
	Populasi (Ekor)
	Prod. Daging

(Kg)
	Prod. Telur (Kg)


	Broiler
	Layer
	Prod. Telur (Kg)
	Populasi (Ekor)

	
	
	
	
	
	Populasi (Ekor)
	Prod. Daging

(Kg)
	Prod. Telur (Kg)
	Populasi (Ekor)
	
	

	1.
	Amurang
	8.633
	9.355
	3.626
	-
	-
	-
	-
	154
	407

	2.
	Amurang Barat
	11.187
	16.558
	6.418
	-
	-
	-
	-
	176
	477

	3.
	Amurang Timur
	9.143
	9.847
	3.742
	-
	-
	-
	-
	31
	185

	4.
	Tareran
	16.750
	17.835
	725
	-
	-
	-
	-
	75
	125

	5.
	Tenga
	9.900
	594
	4.095
	1.500
	1.800
	3.360
	400
	2.500
	403

	6.
	Sinonsayang
	10.063
	12.397
	7.184
	-
	-
	21.000
	2.500
	3.998
	630

	7.
	Tumpaan
	7.100
	8.747
	5.069
	-
	-
	-
	-
	2.171
	350

	8.
	Tatapaan
	4.158
	5.122
	2.968
	-
	-
	-
	-
	558
	90

	9.
	Motoling
	11.316
	13.941
	8.079
	-
	-
	-
	-
	1.507
	243

	10.
	Kumelembuai
	2.250
	2.772
	1.606
	500
	600
	42.000
	5.000
	1.054
	170

	11.
	Ranoyapo
	15.727
	19.375
	11.229
	500
	600
	29.400
	3.500
	5.062
	816

	12.
	Tompaso Baru
	22.472
	27.685
	17.045
	500
	600
	117.650
	14.000
	2.146
	346

	13.
	Maesaan
	20.972
	25.837
	14.974
	500
	600
	-
	-
	1.867
	301

	14.
	Modoinding
	14.340
	17.666
	10.238
	-
	-
	-
	-
	651
	105

	JUMLAH
	164.011
	170.065
	96.998
	3.580
	4.200
	213.410
	25.400
	21.950
	4.648


Sumber Data  2006, Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Minahasa Selatan
e. Perkebunan

Tanaman perkebunan, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar juga memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di wilayah  Kabupaten Minahasa Selatan. Komoditi perkebunan yang diusahakan oleh penduduk setempat  adalah kelapa, cengkih, vanili, coklat (kakao), dan kopi. Pola  penanaman masih sederhana dan merupakan kebun rakyat yang di kelola secara turun temurun. Sedang perkebunan besar yang di kelola oleh swasta ditangani secara intensif.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan kawasan Agropolitan Tenga Sinonsayang dengan komoditi andalan kelapa. 

Tanaman cengkih yang oleh masyarakat setempat telah diusahakan sejak lama, pada saat harga cengkih turun tajam pada tahun 1989 s/d 1997, maka masyarakat mulai menebang  tanaman  cengkih  dan beralih ke tanaman perkebunan lainnya. Dengan membaiknya harga komoditas cengkih mulai pada tahun 1999 & 2002, petani mencapai Rp. 80.000,- mulai bergairah dalam mengelola perkebunan cengkih, namun pada tahun 2006/2007 ini, harga cengkih menurun lagi sampai pada kisaran Rp.15.000 s/d Rp. 32.000,- 

Luas areal dan produksi perkebunan di wilayah ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini. 
Tabel 10
Luas Areal & Produksi Perkebunan

Di Kabupaten Minahasa Selatan

	NO
	JENIS KOMODITAS
	JUMLAH
	PRODUKSI 

(Ton)
	RATA-RATA PRODUKSI 

(Kg)
	JUMLAH PEKEBUN

	
	
	HA
	POHON
	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
	Kelapa 

Kopi
Vanili

Cengkeh

Kakao

Pala

Jambu Mente

Casiavera

Lada

Aren
	65.823,17
843,37
2.482,23
14.357,79
11.523,58
27,95
8,2

1.186,1
6,02
1.613,2
	7.084.744
733.461
7.477.685
25.753,12
831.614
10.650
1.200
741,28
59.700
390.959
	74.492,72
89.189,12
5.835,83
413.498,81
147,89
3.475
0,9
37.689,5
443,5
5.964,21
	10.387,4
3.123,12
3.331,16
2.096,7
500
500

--- 

6.601,5
....

1.635.000
	42.536

1.393

3.153

10.981

447

250

67

312

43
2.725

	J U M L A H
	97.871,61
	16.616.507
	627.265,96
	36.356,42
	61.907


Sumber : Data 2006 Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan
Sedangkan luas areal dan produksi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan swasta di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti tercantum dalam tabel 11 berikut ini: 
Tabel 11
Luas Areal & Produksi Perkebunan Swasta 

Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenis Pengusahaan
	Komoditas Perkebunan

	
	
	Kelapa
	Kakao
	Jambu  Mete
	Jumlah

	
	
	Luas 

(Ha)
	Produksi 

(Ton)
	Luas (Ha)
	Produksi 

(Ton)
	Luas 

(Ha)
	Produksi 

(Ton)
	Luas 

(Ha)
	Produksi 

(Ton)

	1.
	Perkebunan 

Besar Swasta 

(PBS)
	2.101,96
	1.035,25
	840.00
	98,04
	-
	-
	2.941,96
	1.128,29

	2.
	Perkebunan 

Negara (PN)
	451,00
	56,00
	-
	-
	11,00
	-
	462,00
	56,00

	J U M L A H
	2.552,96
	1.086,25
	840,00
	98,04
	11,00
	-
	3.403,96
	1.184,29


 Data 2006 sumber Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan
Sedangkan perusahan yang mengelola tanah Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tertera pada tabel 12 berikut ini :    
Tabel 12
Pengelolaan Tanah Hak Guna Usaha

Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Nama Perusahaan
	Lokasi
	Luas (Ha)

	1
	PT. Blongko
	Desa Blongko 

Kec. Sinonsayang
	106,81

	2
	PT. Laimpangi
	Desa Blongko 

Kec. Sinonsayang
	112,20

	3
	PT. Jastamin
	Desa Ongkaw Satu Kec. Sinonsayang
	424,37

	4
	PTP. Nusantara XIV
	Desa Tiniawangko Kec. Sinonsayang
	596,02

	5
	PT. Noik Kumoyowa
	Desa Aergale 

Kec. Sinonsayang
	49,71

	6
	PT. Batu Kapal
	Desa Sapa 

Kec. Tenga
	554,45

	7
	PT. Sulja Indah
	Desa Sapa 

Kec. Tenga
	103,37

	8
	PT. Kayu Wolo
	Desa Sapa 

Kec. Tenga
	145,19

	9
	PT. Mayaan Permai
	Desa Sapa 

Kec. Tenga
	56,90

	10
	PT. Sidate Murni
	Desa Pakuweru

Kec. Tenga
	90,83

	11
	PT. Multiraya Ekatama
	Tumpaan
	800,09

	J  u  m  l  a  h
	3.040,00


Sumber : Data 2006 Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan

Salah satu Komoditi perkebunan yang memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat Minahasa Selatan adalah Komoditi Perkebunan Aren. Produksi Aren di Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini: 
Tabel 13
Produksi Aren di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenis  Produksi
	Jumlah Produksi

Per Tahun

	1.

2.
	Cap  Tikus (Alkohol)

Gula Batu (Gula Merah)
	              9.000.000  Liter

                   99.651 Ton


Sumber : Data 2006 Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan

Produksi perkebunan aren masih melalui proses pengolahan  secara  tradisional. Produksi Cap Tikus + 9.000.000 liter pertahun, dengan harga terendah Rp. 5.000 per liter maka menghasilkan pendapatan masyarakat kurang lebih 45.000.000.000.- per tahun. Sentra produksi terutama berada di Kecamatan Tareran, Motoling, Kumelembuai.
f. Kehutanan
Potensi hutan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan sumberdaya yang cukup besar, baik dalam rangka menjaga stabilitas ekosistem alam maupun untuk dikelola menjadi hutan produksi. Hutan produksi yaitu hutan yang dapat dimanfaatkan hasilnya (kayu maupun hasil lainnya) dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi hutan yang terdapat di semua Kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Itulah sebabnya upaya mempertahankan hutan perlu dilakukan.
Jenis dan luas penggunaan tanah di Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tertera pada tabel 14 berikut ini: 
Tabel 14
Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan
	NO
	PENGGUNAAAN TANAH
	Ha
	%

	1.
	Hutan Lebat
	45.028,0
	21,2

	2.
	Belukar
	1.582,5
	0,7

	3.
	Manggrove
	1.316,5
	0,6

	4.
	Hutan Kritis
	1.030,6
	0,5

	5.
	Perkebunan
	140.555,7
	66,3

	6.
	Sawah
	7.581,3
	3,6

	7.
	Ladang
	10.113,8
	4,8

	8.
	Permukiman
	4.651,2
	2,2

	9.
	Rawa/Danau/Situ/Telaga
	220,5
	0,1

	
	TOTAL
	212.080,0
	100


Sumber : Data 2006 Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Selatan
Luas hutan menurut fungsinya di wilayah  Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini.
Tabel 15
Luas Hutan Berdasarkan Penggunaannya 

	No.
	Fungsi  Hutan
	Luas Hutan ( Ha )

	1.

2.

3.

4.
5.

6.
	Lindung

Produksi  Terbatas

Suaka Marga Satwa

Suaka Alam
Bakau

Produksi
	17.030,82
28.243,65
3.414
3.862
962

16.597

	
	J U M L A H

	70.109,88


Sumber : Data 2006 Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Selatan

Secara khusus Kabupaten Minahasa Selatan saat ini baik masyarakat maupun pemerintah telah melakukan penanaman kayu – kayu produksi + 9.631.539 pohon. Tanaman kayu produksi dapat dilihat pada tabel 16 dibawah ini :
Tabel 16
Luas & Jumlah Tanaman Kayu Produksi

	No
	Jenis  Kayu
	Luas 

(Ha)
	Jumlah

Pohon

	1

2

3.

4.
	Cempaka

Nantu

Jati  Super

Mahoni
	379,56
456, 7
185, 1
900
	201.636

271.898

157.905
9.000.000

	Jumlah
	1.921,36
	9.631.539


Sumber : Data 2006 Dinas Kehutanan Kab. Minahasa Selatan

Memperhatikan data diatas, apabila penanaman kayu berkelanjutan dan masyarakat melakukan penebangan dengan cara tebang pilih tanam maka, Kabupaten Minahasa Selatan selang waktu 30 tahun kedepan akan menghasilkan pendapatan + Rp. 1.000.000.000.000.-  ( Satu Triliun Rupiah ) dengan asumsi harga 1 m3   Rp. 1.000.000,-

g. 
Pertambangan

Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa deposit benda tambang dan endapan atau sedimentasi di Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan baik pertambangan emas, pasir besi maupun pertambangan galian C seperti : Batu, Pasir, dan lain-lain. 

Adapun potensi pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana pada tabel 17 berikut ini : 
Tabel 17
Potensi Pertambangan di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenis Bahan Galian
	L o k a s i
	Luas (Ha)

	1
	Bahan Galian Emas
	WPR Ranoyapo-Picuan Lama

Tokin, Karimbow
	1.336

	2
	Bahan Galian Emas
	Liandok
	100

	3
	Bahan Galian Emas
	Sulu, Paslaten
	200

	4
	Bahan Galian Batu dan Sirtu
	Poigar
	225

	5
	Bahan Galian C
	S. Ranoyapo,S. Ranowangko, S. Pentu, S. Ranomea, S. Poigar, 
	1.800

	6
	Bahan Galian C
	Lelema, Popontolen, Sulu, Paslaten
	750

	7
	Bahan Galian C
	S. Pentu-Lopana, Tumpaan II
	50

	8
	Bahan Galian Lempung
	Tersebar di semua kecamatan
	300

	10
	Tras
	Basaan, Borgo, Tababo

Kuyanga

Tangkuney
	500

750

50

	11
	Batu Kapur
	Blongko
	50

	12
	Pasir Besi
	Sidate, Molinow, dan PoigarKecamatan Tenga
	1.326,5


Sumber : Data 2006 Dinas Pertambangan  Kab. Minahasa Selatan

Kegiatan pertambangan perlu mendapat perhatian khusus karena merupakan salah satu kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan, maupun terhadap kehidupan makhluk hidup. Kegiatan ini seringkali menyebabkan ketidakteraturan topografi (lubang-lubang bekas galian), hilangnya lapisan humus, hilangnya vegetasi penutup yang menyebabkan erosi dan lahan sukar diolah kembali.  Khusus untuk galian C perlu mendapat pengawasan yang intensif.
h.  Industri
Kegiatan industri yang ada di wilayah  Kabupaten Minahasa Selatan adalah industri rumah tangga yang bergerak di bidang kerajinan dan alat-alat sederhana serta industri menengah seperti rumah panggung, perabot rumah tangga, tepung kelapa, tapioka, arang tempurung, sabuk kelapa maupun industri makanan dan lain-lain. Kegiatan industri banyak menggunakan bahan baku yang tersedia di wilayah Minahasa Selatan, bahkan banyak bahan baku  yang belum dimanfaatkan secara industrial, sehingga diperlukan investasi yang cukup besar melalui PMA dan PMDN (yang sudah ada antara lain : Pabrik Minyak Kelapa PT Cargil).
Saat ini, perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Minahasa Selatan selengkapnya tertera pada tabel 19 berikut  ini :
Tabel 19
Investasi PMA & PMDN di Kabupaten Minahasa Selatan
	No.
	Nama Perusahan
	Lokasi Usaha
	Jenis Usaha

	1.
	CV. Sakura Ria
	Desa Tumpaan

Kes. Tumpaan
	Pengolahan Ikan Laut (Cold Storage)

	2.
	PT. Cargil
	Kel. Kawangkoan Bawah

Kec. Amurang Barat
	Pembangunan Dermaga Pelabuhan/Minyak Kelapa

	3.
	CV. Murni Jaya
	Desa Kapitu
Kec. Amurang Barat
	Minyak Kelapa

	4.
	PT “Carbontech Indonesia”
	Desa Teep

Kec.  Amurang Barat
	Arang Tempurung

	5.
	PT “Tri Mustika Coco Mina Esa”
	Desa Teep

Kec. Amurang Barat
	Tepung Kelapa

	6.
	PT ”Intan Prima
	Desa Kapitu
Kec. Amurang Barat
	Pabrik Ikan

	7.
	PT ”Putra Karangetang”
	Desa Popontolen

Kec. Tumpaan
	Tepung Kelapa

	8.
	CV ”Bina Usaha Langgeng Jaya
	Desa Tumpaan

Kec. Tumpaan
	Pembekuan Ikan Segar

	9.
	PT. Nichindo Manado Suisan
	Kel. Pondang 
Kec. Amurang Timur
	Ikan Kayu

	10
	
	
	Sabuk Kelapa


Sumber : Data 2006 Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kab. Minahasa Selatan

i.   Penerimaan Daerah

Proyeksi Penerimaan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah serta penerimaan lain yang sah. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah  Kabupaten Minahasa Selatan yang terdiri dari 14 Kecamatan antara lain  dapat dilihat pada tabel 20 berikut ini :
Tabel 20
Target Penerimaan Daerah

	No
	Jenis Pajak/Retribusi
	Jumlah (Rp.)
	Ket

	I

II


	Pajak Daerah :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak  Penerangan Jalan

6. Pajak Pengambilan bahan galian golongan c
Retribusi Daerah :

1. Retribusi Ijin tempat jualan minuman beralkohol

2. Retribusi Pasar

3. Retribusi Kewenangan dan Jenis Tarif.

4. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

5. Retribusi Pelayanan Kesehatan

6. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

8. Retribusi penggantian biaya dan pelayanan jasa ketata usahaan (keterangan fiskal)

9. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga

10. Retribusi Pungutan Perikanan

11. Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akte Capil.

12. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

13. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

14. Retribusi Izin Gangguan
	507.650.000

  1.650.000

  25.000.000

6.000.000

25.000.000

250.000.000

200.000.000

30.000.000

225.000.000

206.000.000

1.000.000

400.000.000

10.000.000

150.000.000

326.000.000

2.000.000
35.000.000

82.000.000
5.500.000

5.000.000
25.000.000
	

	J U M L A H
	2.054.150.000
	


Sumber : Data 2006 Dinas Pendapatan Daerah & Pasar Kab. Minahasa Selatan

Adapun target dana perimbangan berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tertera pada tabel 21 berikut ini :
Tabel 21
Target Dana Perimbangan/Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2006
	NO
	JENIS BAGI HASIL
	JUMLAH

	
	
	(Rp)

	A
	BAGI HASIL DARI PUSAT
	       8,209,309,060 

	1
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	     6,541,658,708 

	2
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	            225,000,000 

	3
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21
	     630,000,000 

	4
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
	          16,780,552 

	5
	Iuran Hak Pengusaahan Hutan (IHPH)
	Up

	6
	Iuran Tetap (Land-rent)
	          66,589,800 

	7
	Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty)
	        729,280,000 

	8
	Pungutan Pengusahaan Perikanan
	Up

	9
	Pungutan Hasil Perikanan
	Up

	B
	BAGI HASIL DARI PROPINSI
	     1,411,500,000 

	10
	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air (PKB)
	363,000,000 

	11
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
	        448,500,000 

	12
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
	        600,000,000 

	13
	Pajak  Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
	 

	 
	Tanah dan Air Permukaan
	Up

	 
	JUMLAH A + B
	       9,620,809,060 


Sumber : Data 2006 Dinas Pendapatan Daerah & Pasar Kab. Minahasa Selatan

C. SOSIAL BUDAYA DAERAH

Keadaan dan kepadatan penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Kecenderungan tersebut terlihat dalam kehidupan penduduk perkotaan, dimana fasilitas sarana dan prasarana selalu lebih lengkap dan kompleks daripada penduduk di pedesaan.  Hal ini disebabkan setiap manusia pada hakekatnya selalu ingin menikmati fasilitas hidup yang lebih baik dan lebih layak.


Berdasarkan Penyebaran Penduduk Tahun 2006, jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan hingga saat ini sebesar 202.391 jiwa yang tersebar di 14 (Lima Belas) Kecamatan. Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tersebar pada bentang wilayah dengan kepadatan yang cukup rendah dan sebagian besar terkonsentrasi di ibukota Kecamatan. 

Penyebaran penduduk diwilayah Kabupaten Minahasa Selatan di  tiap-tiap Kecamatan sebagaimana tertera dalam tabel 22 berikut ini : 
Tabel 22
Penyebaran Penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan
	NO.
	KECAMATAN
	Jumlah Penduduk

	
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
	Tareran

Tumpaan
Tatapaan

Amurang Timur

Amurang
Amurang Barat
Tenga

Motoling

Ranoyapo

Tampasobaru
Maesaan
Modoinding

Sinonsayang

Kumelembuai
	21.899
15.260

9.173

12.910

15.454

12.864

17.287

17.011

15.739

11.902

10.861

14.158

15.323

12.530

	J  u  m  l  a  h
	202.391



Sumber Data 2006 Kantor CAPIL 

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan memiliki potensi cukup memiliki sumberdaya manusia, dalam membangun dan mengembangkan wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.


Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2006 dari Kantor BKKBN Kabupaten Minahasa Selatan, jumlah Keluarga yang ada sebanyak 55.313 KK sedangkan Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (keluarga miskin) sebanyak 10.202 KK atau 18.44 %.  
D.   STATISTIK BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Kondisi sosial  dan  budaya  yang ada pada masyarakat  wilayah Minahasa Selatan meliputi  :
1) 
Pendidikan

Keadaan pendidikan suatu wilayah dapat menjadi indikator kesiapan penduduk dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Minahasa Selatan dapat dikatakan relatif memadai. Hal ini dapat di lihat bahwa di setiap Kecamatan terdapat lembaga pendidikan formal dan informal. Lembaga pendidikan formal, jumlah guru dan siswa dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini :
Tabel 23
Sarana & Prasarana Pendidikan

Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenjang Pendidikan
	Jumlah Sekolah
	Jumlah Siswa
	Jumlah Guru

	1
	TK
	126
	3683
	-

	2
	SD
	243
	24.625
	1.904

	3
	MI
	2
	637
	3

	4
	SMP
	61
	4.768
	1.024

	5
	MTs
	1
	189
	2

	6
	SMU
	14
	3.752
	

	7
	SMK
	4
	1.642
	

	Jumlah
	441
	40.613
	2.268


Sumber : Data 2006 Dinas Pendidikan Kab. Minahasa Selatan

Memperhatikan jumlah siswa SMU / SMK  sebanyak 6.541 siswa maka, sangat diperlukan  adanya Perguruan Tinggi. 
Di Kabupaten Minahasa Selatan jumlah penduduk dilihat dari tingkat pendidikan  yang  lulus Perguruan Tinggi sebanyak 3.698 orang, sebagaimana daftar dibawah ini :
· Lulusan Diploma 
: 
Diploma I     (D1)  
=    301

 


Diploma II    (D2)  
=    386

 


Diploma III   (D3)  
=    375
· Lulusan Sarjana 
: 
Strata I 
(S1)  
= 
2.503

  


Strata II
(S2)   =    117

  


Strata III
(S3)   = 
26

Dari jumlah 3.698 orang yang belum memiliki pekerjaan tetap 1.791 orang. 48,44 % pengangguran.
2) Sarana  Kesehatan
Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu cermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesehatan penduduk tersebut sangat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup lengkap diharapkan kondisi kesehatan penduduk juga semakin baik. Tingkat kesehatan penduduk yang semakin baik turut berperanan penting dalam mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Minahasa Selatan dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini :
Tabel 24
Sarana Kesehatan Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenis Sarana
	Jumlah

	1
	Rumah sakit Umum Daerah (RSUD)
	1

	2
	Rumah Sakit Umum Swasta
	2

	3
	Puskesmas Rawat Inap
	8

	4
	Puskesmas Rawat Jalan
	3 + 6 persiapan

	5
	Puskesmas Pembantu
	53

	6
	Puskesmas Keliling Roda Empat
	9

	7
	Pondok Bersalin Desa (Polindes)
	30

	8
	Apotik
	3

	9
	Toko Obat
	5

	10
	Optik
	1

	11
	Balai Pengobatan
	2

	12
	Rumah  Bersalin
	6


Data 2006 sumber Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Selatan
Sedangkan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan tergambar dalam tabel 25 berikut ini :
Tabel 25
Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Minahasa Selatan

	 No.  
	Jenis Tenaga
	Jumlah (Org)

	1
	Dokter Spesialis
	3

	2
	Dokter Umum
	23 + 10 PTT

	3
	Dokter Gigi
	1

	4
	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (M.Kes)
	3

	5
	Apoteker / Sarjana Farmasi
	1

	6
	Sarjana Kesehatan Masyarakat
	3

	7
	Sarjana Non Kesehatan
	5

	8
	Ahli Madya Gizi
	4

	9
	Ahli Madya Penilik Kesehatan
	1

	10
	Ahli Madya Keperawatan
	14

	11
	Ahli Madya Kebidanan
	16 + 1 PTT

	12
	Perawat Kesehatan (SPR & SPK)
	154

	13
	Bidan (Bidan PNS & Bidan PTT)
	43 + 35 PTT

	14
	Perawat Gigi
	16

	15
	Sanitarian (SPPH)
	17 + D3 Kesling

	16
	Asisten Apoteker (SMF)
	5

	17
	Pengatur Gizi (SPAG)
	-

	18
	Pembantu Paramedis (Penjenang Kesehatan)
	1

	19
	Pekarya Kesehatan
	-

	20
	SMU
	2

	21
	SMP
	1

	22
	SD
	-

	23
	Tenaga Lain (Honorer)
	4


Sumber : Data 2006 Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Selatan

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan masih kurang memadai karena belum adanya Rumah Sakit Daerah (sedang dalam proses pembangunannya) yang lebih representatif untuk pasien yang kondisinya berat, serta masih terbatasnya tenaga medis yang dibutuhkan seperti:  Dokter Umum, Dokter Spesialis bahkan tenaga kesehatan lainnya seperti ; Ahli Madya Gizi, Apoteker, SKM, Ahli madya sanitasi.
3) Agama

Kabupaten Minahasa Selatan didiami oleh sejumlah penduduk dengan berbagai latar belakang agama yang mengimani agamanya masing-masing (Kristen Protestan, Khatolik, Islam, Budha, Hindu). Sebagai sarana penunjang kegiatan keagamaan, telah tersedia sejumlah fasilitas peribadatan yang cukup memadai dan representatif seperti: gereja, mesjid, Vihara dan Klenteng. Hingga tahun 2007 perkembangan sarana dan prasarana keagamaan di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat yang cukup signifikan. Fasilitas tempat peribadatan yang dominan adalah tersedianya gereja di semua desa/kelurahan, hal ini dimaklumi sebab mayoritas penduduk beragama kristen, disamping itu  juga terdapat mesjid di beberapa Kecamatan. Sementara itu, kehidupan sosial umat beragama dan antar umat beragama senantiasa berjalan dengan baik, dimana tercipta toleransi yang tinggi antar umat beragama, yang dibuktikan dengan saling mengunjungi dan silaturahmi pada saat pelaksanaan acara-acara keagamaan. Dikuatkan lagi dengan dibentuk Badan Kerja Sama Antar Umat ber-Agama (BKASUA) di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai keputusan Bupati, sebagai sebuah kelembagaan orang beribadah dan BAMAG.
Sarana penunjang kegiatan keagamaan dapat dilihat pada tabel 26 berikut ini:
                                       Tabel 26
Sarana Ibadah Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Tempat  Ibadah
	Jumlah

	1

2

3
4
	Gereja

Mesjid

Klenteng
Vihara
	521
27
1
1

	Jumlah
	550


Sumber : Data 2006 Bagian Sosial Setda Kab. Minahasa Selatan

     4)   Tempat / Kegiatan Institusi Sosial

Hampir setiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Minahasa Selatan memiliki tempat kegiatan sosial seperti Balai Pertemuan Umum, Balai Desa, baik yang dimiliki oleh masyarakat desa maupun yang dimiliki oleh organisasi sosial/yayasan seperti panti asuhan.

     5)    Sarana dan Prasarana Olah Raga

Fasilitas olah raga seperti lapangan: sepak bola, volly, bulutangkis, ada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Yayasan maupun perorangan.

Sarana dan prasarana olah raga dapat dilihat dalam tabel 27 dibawah ini :
                                      Tabel 27
Sarana Olah Raga Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Sarana  Olah  Raga
	Jumlah

	1

2

3

4
	Lapangan Sepak Bola

Lapangan Volley Ball

Lapangan Bulu Tangkis

Lapangan lain – lain
	112

138

162

104

	Jumlah
	516


Sumber : Data 2006 Bagian Sosial Setda Kab. Minahasa Selatan

E.
STATISTIK BIDANG FISIK PRASARANA
a) 
Sarana dan Prasarana Transportasi.

Sarana transportasi darat di wilayah Minahasa Selatan relatif mendukung, dimana ruas jalan telah menghubungkan Kecamatan. Walaupun masih ada beberapa ruas jalan yang menghubungkan desa dan Kecamatan yang masih belum diaspal atau belum optimal padahal merupakan jalan ekonomi yang sangat potensial. Daftar ruas jalan di kabupaten minahasa selatan menurut status jalan dapat di lihat paa tabel .... dibawah ini.

a. Jalan Kabupaten 
 Adapun ruas jalan yang ada terdiri dari jalan Negara, Propinsi, Kabupaten dan jalan-jalan Desa, bahkan ruas jalan negara wilayah Minahasa Selatan merupakan ruas jalan trans Sulawesi.

· Panjang Jalan Desa

850,44 km
· Panjang jalan Kabupaten        318,062,40  km

· Panjang jalan Propinsi                 40,30  km


· Panjang jalan Nasional             166,45  km

· Panjang jembatan (75 buah)         670  m    

Selain prasarana transportasi darat tersebut wilayah Minahasa Selatan juga memiliki prasarana perhubungan laut berupa dermaga laut yang sementara dibangun. Sarana transportasi darat yang digunakan adalah kendaraan mesin roda dua, roda empat dan sejenisnya juga alat angkut tradisional seperti roda sapi, roda kuda, dan bendi. 

Adapun jumlah kendaraan roda empat non penumpang sebanyak 2.834 unit, kedaraan roda empat jenis angkutan barang (truk, pick up) sebanyak 489 unit; kendaraan jenis bus (termasuk micro bus) sebanyak 6.057 unit; dan kendaraan roda dua (sepeda dan sepeda motor) sebanyak  8.955 unit.

Sedangkan untuk sarana transportasi laut seperti perahu motor, perahu tradisional.

b)  Sarana dan Prasarana Komunikasi.

Fasilitas komunikasi yang ada di wilayah Minahasa Selatan adalah sambungan telepon yang telah menjangkau hamper diseluruh Kecamatan serta jaringan telepon seluler HP (hand phone), warung telekomunikasi, kantor pos, pesawat TV, pesawat radio, SSB.
c) Sarana  dan Prasarana Pariwisata.

Cerminan tersedianya sumber daya pariwisata yang dapat di manfaatkan di wilayah Minahasa Selatan yaitu adanya sumber daya pariwisata alam, budaya dan bahari (Moinit), serta ditunjang dengan adanya sarana berupa rumah makan dan restoran di hampir setiap wilayah Kecamatan.


Adapun lokasi, sarana dan prasarana pariwisata dapat dilihat pada tabel 28 berikut ini: 
Tabel 28
Sarana & Prasarana Pariwisata 

Di Kabupaten Minahasa Selatan

	No
	Jenis  Sarana & Prasarana Pariwisata
	Jumlah

	1
2

3

4

5
	Alam

Buatan
Hotel

Restoran

Rumah Makan
	23
2
3
5
45


Sumber : Data 2006 Dinas Pariwisata Setda Kab. Minahasa Selatan

Faktor penunjang lainnya yang memungkinkan berkembangnya Pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan adalah ciri khas masyarakatnya yang familiar (ramah), juga ditunjang dengan adanya seni budaya tradisional seperti :

· Tarian Kebesaran, Tarian Dodol 

· Maengket

· Musik Bambu/Klarinet
· Musik Kolintang
F.
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan, baik sebagai pendorong atau penghambat pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.        

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Minahasa Selatan secara umum hingga saat ini dapat terpelihara dengan baik. Masyarakat di daerah ini senantiasa berupaya meningkatkan hubungan harmonis antar sesama umat dan antar umat beragama. Nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Minahasa Selatan dilandasi semangat Torang Samua Basudara, Baku-Baku Sayang Deng Baku-Baku Bae, Cita Waya Esa  yang berakar dari filosofi Si Tou Tumou Timou Tou. 

Wujud filosofi hidup demikian telah menghasilkan kondisi masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, dan toleran antarpribadi serta dengan masyarakat.           

Gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat secara perorangan atau kelompok seperti; perkelahian antar kampung memang menjadi perhatian tersendiri aparat keamanan untuk mencari akar permasalahannya, tetapi tidak menjurus menjadi konflik horizontal yang mengandung unsur: suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di wilayah ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyusupan dari luar, sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta dengan meyakinkan kepada masyarakat bahwa konflik horizontal sangat merugikan, dan bahkan akan menghancurkan sendi-sendi pembangunan yang telah dibangun dengan baik selama ini.

Untuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, walaupun berada di jalur yang cukup strategis (daerah perlintasan), namun kondisi keamanan dan ketertiban tetap terkendali, yang memberi akses terhadap terciptanya struktur politik yang relatif kondusif. Tampaknya kesadaran masyarakat akan manfaat hidup aman dan tertib sangat memberikan dukungan bagi terciptanya keamanan dan ketertiban diwilayah Minahasa Selatan. Kalaupun terjadi gangguan-gangguan ketentraman dan ketertiban diupayakan penyelesaiannya oleh aparat berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan didukung oleh pemuka masyarakat (tokoh masyarakat/ tokoh agama), serta oleh aparat Polsek, Koramil dan Kejaksaan. 
G. PEMERINTAHAN.

Pada awal pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan, secara administratif sesuai dengan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, terdiri dari 13 Kecamatan, 181 desa dan 14 kelurahan. Namun dalam  perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan berbagai  tuntutan dan aspirasi masyarakat maka kecamatan menjadi 17 dan menajdi 20 kecamatan yang telah direspons secara positif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan maka Kabupaten Minahasa Selatan dimekarkan lagi menjadi satu daerah otonom yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor  9 tahun 2007. Berdasarkan Surat Persetujuan Menpan Nomor 299/M.Pan/9/2003 tentang Struktur Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 15 Desember 2003 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2324/SJ, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka  struktur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari ; 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 14  Dinas, 4  Badan, 4 Kantor dan 10 Bagian. 
Kemudian pada tahun 2007 terjadi penambahan Dinas/Badan/Kantor dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah  dan pengurangan Bagian SetdaKab dengan Perda Nomor  3 Tahun 2007, tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sehingga struktur Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari ; 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 14  Dinas, 6  Badan, 6 Kantor dan 8  Bagian.
a. 
Jumlah Kecamatan

Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 14 Kecamatan, yaitu  : 

1. Kecamatan Tareran dengan pusat pemerintahan di Rumoong-Lansot. 
2. Kecamatan Tumpaan dengan pusat pemerintahan di Tumpaan.
3. Kecamatan Tatapaan dengan pusat pemerintahan di Paslaten.

4. Kecamatan Amurang Timur dengan pusat pemerintahan di Lopana.
5. Kecamatan Amurang dengan pusat pemerintahan di Buyungon.

6. Kecamatan Amurang Barat dengan pusat pemerintahan di Kapitu.

7. Kecamatan Tenga dengan pusat pemerintahan di Tenga.

8. Kecamatan Motoling dengan pusat pemerintahan di Motoling.

9. Kecamatan Ranoyapo dengan pusat pemerintahan di Pontak.
10. Kecamatan Maesaan dengan pusat pemerintahan di  Tumani
11. Kecamatan Tompaso Baru dengan pusat pemerintahan di Tompaso Baru Satu.

12. Kecamatan Modoinding dengan pusat pemerintahan di Pinasungkulan

13. Kecamatan Sinonsayang dengan pusat pemerintahan di Ongkaw Satu.
14. Kecamatan Kumelembuai dengan pusat pemerintahan di Kumelembuai.
b. 
Jumlah Desa/Kelurahan
Jumlah  Desa  dan  Kelurahan  di Kabupaten  Minahasa  Selatan  adalah sebagai berikut:
Tabel 29
Jumlah Desa dan Kelurahan

Di Kabupaten Minahasa Selatan

	NO.
	KECAMATAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	
	
	DESA
	KELURAHAN
	

	1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
	Tareran

Tumpaan
Tatapaan

Amurang Timur

Amurang
Amurang Barat

Tenga

Motoling

Ranoyapo

Tampasobaru
Maesaan
Modoinding

Sinonsayang

Kumelembuai
	16
8
10
6
2
6
10
16

14
10
8
8

10

11
	-

-

2
6
2
-
-
-
-
-
-
-

-
	

	J  u  m  l  a  h
	135
	10
	


Sumber : Data 2006 Bagian Pemerintahan Setdakab.

c. 
Aparatur Pemerintahan

Jumlah aparatur pemerintah (PNS) yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 3.913 orang yang terdiri dari Golongan I: 26 orang; Golongan II: 707 orang Golongan III: 2.142 orang; serta Golongan IV: 958 orang PNS yang tersebar di 14 Kecamatan, Sekretariat Kabupaten, 14 Dinas, 6 Badan dan 6 Kantor. Kurang lebih  75 % PNS adalah Guru pada semua tingkatan.
H.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
            Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) selama 5 Tahun terakhir atas dasar berlaku, dimana angka PDRB pada tahun 2000 sebesar 0.80 Triliyun, pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 1.34 Triliyun . 

Sedangkan PDRB atas harga konstan pada tahun 2005 sebesar 0.97 Triliyun sehingga secara riil ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4.94 persen dari tahun sebelumnya.
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terhitung pada akhir  tahun 2006 telah mencapai 1.52 Trilliun Rupiah menurut harga berlaku atau sekitar 0.80 Trilliun Rupiah bila diukur dengan harga tahun dasar 2000.  Perbedaan nilai ini merupakan akibat dari perubahan harga barang dan jasa di tingkat produsen yang kian melambung. 
a.   Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan sebesar  5.14%. Keadaan ini apabila dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar 4.94% menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Selanjutnya jika dilihat dari kelompok sektor primer, sektor sekunder dan tersier, tahun 2005 ke tahun 2006 masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4.16%, 4.96%, 5.85%. Hal ini mengindikasikan adanya trand pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan mengrah pada perekonomian modern, dimana perkembanga sektor-sektor tersier paling tinggi sektor sekunder dan primer. 
b.    Struktur Ekonomi

Dilihat dari strukturnya, perekonomian di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2006 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan peranan lebih dari 29,70%, diikuti oleh sektor bangunan sebesar 18,32%, dan sektor jasa 10,21%. Sedangkan sektor-sektor lain memiliki  kontribusi tidak lebih 10%, dan paling kecil disumbangkan oleh sektor listrik, gas dan air yang hanya mencapai 0,77% Jumlah. 
c.     PDRB Perkapita


Seiring dengan semakin meningkatnya perekonomian Minahasa Selatan yang tercermin dengan semakin meningktnya PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, maka PDRB perkapita Kabupaten Minahasa Selatan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2006 PDRB perkapita Minahasa Selatan sebesar lebih dari 8.377,9 ribu rupiah setahun atau sekitar 5.573,6 ribu rupiah menurut harga konstan.
BAB III

VISI DAN MISI

1.
VISI

Visi merupakan pandangan kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya dan tetap konsisten dan tetap eksis, inovatif, serta produktif. Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagai “the star to star and the star to steer by” untuk memberi terang, sinar, arah jalan yang akan dilalui untuk menuju cita-cita, dengan semboyan Kabupaten Minahasa Selatan “TEGUH BERSINAR” ( Teruskan Gerakan Untuk Hidup Bersih, Etika/Etos Kerja, Rapih, Sehat, Indah, Norma/Hukum, Aman dan Rukun)  .
Mengacu pada pandangan tersebut diatas, untuk mendinamisasikan arah dan gerak pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan, maka dirumuskan Visi, Misi dan program unggulan pembangunan yang akan menjadi pedoman, acuan bagi arah proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Visi sebagai berikut:
“Terwujudnya Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Daerah yang mandiri, demokratis dan handal dalam SDM serta menjadi pusat keunggulan pembangunan di Era Pemerintahan Global”.
2.
MISI
Pernyataan Misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena Misi mewakili alasan dasar untuk eksis. Oleh karena itu Misi harus jelas menyatakan kepedulian terhadap masyarakat.
Pernyataan Misi harus:

a.
Menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai dan bidang kegiatan utama dari organisasi/pemerintah yang bersangkutan
b.
Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya

c.
Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti pemerintah

Dengan demikian dalam rangka merealisasikanVisi Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menyikapi kecenderungan dinamika globalisasi, otonomisasi dan tuntutan demokratisasi ditetapkan beberapa Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Supremasi Hukum

2. Mewujudkan Kepemerintahan yang baik (good governance) serta bebas dan bersih KKN

3. Meningkatkan kehidupan beragama serta mempererat kerukunan antar umat beragama
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia diberbagai bidang

5. Membangun dan memperkokoh perekonomian daerah 
6. Membangun ekonomi kerakyatan melalui diversifikasi basis perekonomian daerah dengan mengembangkan industri berbasis pertanian (agro based industry)
7. Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih kompetitif dan berwawasan lingkungan, terutama teknologi pertanian

8. Meningkatkan peran kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat daerah

9. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
TUJUAN DAN SASARAN


1.  TUJUAN

Mengacu pada Visi, Misi Kabupaten Minahasa Selatan maka ditetapkan dan dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, berbasis agribisnis.

2) Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4) Meningkatkan peran generasi muda dan pemberdayaan perempuan.

5) Meningkatkan kesadaran hukum disemua lapisan masyarakat  dalam penegakan hukum.

6) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance).

7) Meningkatkan sumber daya aparatur dan pelayanan publik.

8) Meningkatkan penggelolaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

9) Meningkatkan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan.

10) Meningkatkan program pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian perikanan dan kelautan serta sumber daya air.

11) Meningkatkan potensi obyek wisata dan sumberdaya kepariwisataan.


2. SASARAN 

Bertitik tolak dari tujuan program-program unggulan tersebut di atas, diimplementasikan dalam berbagai sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya  pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7 % pada akhir tahun 2010.

2) Meningkatnya income perkapita penduduk sebesar Rp. 12.500.000,- pada akhir tahun 2010.

3) Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6 % dari angkatan kerja pada tahun 2010.

4) Meningkatnya peran generasi muda dan peberdayaan perempuan.

5) Meningkatnya kesadaran hukum dan penegakkan hukum.

6) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan Publik

7) Meningkatnya penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. 

8) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia termasuk kualitas aparatur pemerintah. 

9) Meningkatnya jumlah produksi perikanan. 

10) Meningkatnya sumber pendapatan asli daerah sekitar  20 % pada akhir tahun 2010.
11)Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan  baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
A.
UMUM

Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah; sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi.
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 32 pasal 150 ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan; ayat (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi. Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ayat (3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berjangka meliputi:

a.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi Misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

b.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari Visi,Misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional

c.
RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, Rencana strategi satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

d.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dikerjakan dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. RPJP Daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah.
Mengacu pada kondisi umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,  berada pada posisi “strategis” yang sangat menguntungkan dan memilki daya saing dalam percepatan pembangunan daerah, dengan kondisi wilayah, yang memiliki keanekaragaman, dengan luas 1.591.65 km2, terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan, serta memiliki sumber daya alam yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dan didayagunakan terutama untuk lahan pertanian. Dimana sebagian besar mata pencarian penduduk Minahasa Selatan bertumpuh pada sektor pertanian, yang sangat mendukung pemenuhan internal (konsumsi keluarga/daerah), sedangkan dilain pihak menguntungkan untuk dikembangkan sebagai produk unggulan kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi.
Kondisi, potensi Kabupaten Minahasa Selatan tersebut memungkinkan untuk dikembangkan dalam program, pembangunan daerah, dengan didukung oleh adanya stabilitas keamanan, politik, sosial budaya yang kondusif yang tercermin pada tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang semakin bersinergi. Sehingga dapat dijadikan modal dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan
B. 
FAKTOR PENENTU PEMBANGUNAN

Keberhasilan pembangunan, ditentukan oleh beberapa faktor, yakni :

1.
Keadaan daerah dan nasional, meliputi keadaan sosial, politik budaya, keamanan fisik daerah serta sarana umum;

2.
Rencana pembangunan meliputi tujuan, sasaran dan target pembangunan, strategi dan rencana pelaksanaan 

3.
Sarana pembangunan meliputi kelembagaan, dana dan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang tersedia

4.
Pengaruh luar, meliputi pengaruh keadaan sosial politik, ekonomi dan keamanan dunia serta kekuatan yang secara khusus mempengaruhi keamanan dan keadaan nasional bagi pembangunan daerah;
5.
Pelaksanaan, meliputi pelaksanaan ketentuan-ketentuan serta pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.
Berdasarkan kondisi umum dan potensi yang dimiliki maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan 6 (enam) program unggulan sebagai prime mover (penggerak utama) jalannya roda pembangunan daerah, yang dapat memberikan akses penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan program-program lainnya, dengan sektor pertanian sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat.
C.
PROGRAM UNGGULAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan 2005-1010, memprioritaskan pada 6 (enam) program unggulan daerah sebagai berikut :
1.
Agribisnis (agro produksi, agro industri, agro marketing)

2.
Sumber Daya Manusia (SDM)

3.
Supremasi Hukum

4.
Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang baik (good governance)

5.
Lingkungan Hidup

6.
Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

Dalam rangka pengembangan program unggulan tersebut diatas maka diperlukan strategi dalam rangka perumusan  kebijakan umum daerah dan  program, kegiatan pembangunan daerah. 
1.
Strategi Pembangunan Agribisnis

Berdasarkan potensi dan kondisi umum Kabupaten Minahasa Selatan maka pengembangan Agribisnis menjadi prioritas utama dalam perumusan strategi pembangunan. Pembangunan agribisnis didasarkan pada faktor-faktor lingkungan stratejik intenal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang memiliki kecenderungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Agribisnis maka dilaksanakan program sebagai berikut:

1.1.
Meningkatkan potensi sumber daya pertanian yang berbasis kerakyatan yang memiliki daya saing diera globalisasi 

1.2.
Meningkatkan daya saing komoditas pertanian dalam menghadapi pasar bebas

1.3.
Menyiapkan sarana dan prasarana perekonomian daerah (jalan,jembatan,pelabuhan lokal, pembangunan Pelabuhan Amurang, Irigasi dan Pelabuhan Perikanan)

1.4.
Meningkatkan minat investor dalam pengembangan agribisnis

1.5.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan agribisnis

1.6.
Meningkatkan pengawasan kualitas komoditas pertanian
1.7.
Meningkatkan diversifikasi komoditas pertanian
2.
Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Strategi pembangunan sumber daya manusia didasarkan pada beberapa faktor lingkungan strategi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang memiliki kecenderungan mempengaruhi perencanaan pencapaian program strategi pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pencapaiannya  dilaksanakan program sebagai berikut:

2.1.
Mendayagunakan potensi daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia

2.2.
Mendayagunakan kewenangan otonomi daerah dalam pengentasan kemiskinan

2.3.
Meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja untuk peningkatan pendapatan masyarakat

2.4.
Meningkatkan program pengembangan sumber daya manusia baik struktural kelembagaan sampai kejenjang perguruan tinggi maupun sisi kualitas
2.5.
Meningkatkan bantuan biaya pendidikan

2.6.
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

2.7.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan
3.
Strategi Pengembangan Supremasi Hukum
Strategi pengembangan supremasi hukum mengacu pada kondisi lingkungan stratejik internal dan eksternal daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

3.1.
Meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum, dengan penerapan berbagai aturan yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi

3.2.
Meningkatkan komitmen dalam penegakan hukum dengan dukungan masyarakat yang sadar hukum

3.3.
Meningkatkan pengkajian penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) yang didukung lembaga legislatif (DPRD)

3.4.
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan KKN
3.5.
Meningkatkan pembinaan masyarakat dalam penegakan hukum

3.6.
Meningkatkan komitmen masyarakat dalam penegakan hukum

3.7.
Meningkatkan koordinasi dalam pemberantasan masalah KKN

3.8.
Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan peraturan perundang-undangan kesemua lapisan masyarakat
4.
Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Strategi Penyelenggaraan Kepemerintahan baik yang meliputi:

4.1.
Mengoptimalkan kewenangan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah

4.2.
Meningkatkan sumber daya aparatur dalam penyelengaraan kepemerintahan yang baik (good governance)

4.3.
Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dalam kaidah reinventing government
4.4.
Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana sosial,budaya,kesehatan, ekonomi,perumahan dan perkantoran
4.5.
Meningkatkan fungsi kelembagaan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk kerjasama antar daerah regional maupun internasional
5.
Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup secara komprehensif perlu menetapkan berbagai langkah strategis untuk percepatan pembangunan lingkungan hidup:

5.1.
Meningkatkan pelestarian alam untuk perlindungan hutan dan ekosistem

5.2.
Meningkatkan pengawasan penambangan dan pembalakkan liar (illegal logging dan illegal fishing)
5.3.
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat

5.4.
Meningkatkan investasi dengan mengoptimalkan kewenangan dalam pengelolaan kelestarian alam

5.5.
Meningkatkan daya dukung lingkungan untuk penataan ibukota kabupaten/kecamatan

5.6.
Meningkatkan penyusunan standarisasi pengelolaan usaha pertambangan dalam rangka peningkatan retribusi dan pajak sektor pertambangan,energi dan lingkungan hidup
6.
Strategi pembangunan Perikanan, Kelautan dan Pariwisata
Pembangunan perikanan, kelautan dan pariwisata dilaksanakan secara komprehensif untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam peningkatan pembangunan sektor perikanan, kelautan dan pariwisata, maka dikembangkan dalam berbagai strategi sebagai berikut:

6.1.
Meningkatkan kewenangan untuk menarik investor dalam pengelolaan perikanan kelautan, termasuk kepelabuhan dan kemaritiman
6.2.
Mendayagunakan potensi laut dengan memanfaatkan minat investor dalam pengembangan perikanan dan kelautan

6.3.
Meningkatkan penangkapan ikan untuk memenuhi industri perikanan 

6.4.
Meningkatkan kualitas produksi penangkapan dengan memenuhi permintaan eksportir

6.5.
Meningkatkan teknologi penangkapan untuk memenuhi permintaan eksportir

6.6.
Mengembangkan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan industri perikanan 

6.7.
Mendayagunakan potensi laut untuk meningkatkan diversifikasi pengelolaan kelautan 

6.8.
Meningkatkan pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan untuk mengatasi pencemaran laut

6.9.
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air dengan melakukan diversifikasi usaha perikanan

Sedangkan pembangunan kepariwisataan juga dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

6.10.
Meningkatkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang kondusif melalui teknologi informasi

6.11.
Meningkatkan pemberdayaan potensi objek wisata 

6.12.
Meningkatkan pagelaran seni dan budaya dalam rangka menarik wisatawan mancanegara/nusantara

6.13.
Meningkatkan sarana dan prasara jasa kepariwisataan

6.14.
Meningkatkan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan
BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A.  
ARAH  PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.
1.
Dasar Pengelolaan Pendapatan Daerah.


Kebijakan umum pemerintah terhadap pengelolaan keuangan termasuk Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu: 

- 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

-
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

-
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

-
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

-
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.


Sedangkan kebijakan pemerintah yang bersifat khusus di bidang pendapatan daerah, yaitu :

-
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

-
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

-
Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

· Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah

· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.

· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

· Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2003 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang di robah menjadi permendagri 13 tahun 2006

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, memberikan arah bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin belanja bagi pembangunan daerah.
2.
Sumber Pendapatan Daerah.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan pembangunan untuk penyelenggaraan desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan melalui otonomi daerah, maka kebijakan umum Pemerintah Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 (pasal 157) telah menetapkan sumber-sumber Pendapatan Daerah sebagai berikut :

· Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

- 
Hasil pajak daerah;

-
Hasil retribusi daerah

-
Hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan; dan

-
Lain-lain PAD yang sah.

·  Dana perimbangan; dan 

· Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan Pendapatan Daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implementasi dari pada kebijakan-kebijakan ditempuh oleh Pemerintah Pusat yang harus dipedomani Pemerintah Daerah.


Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan melakukan restrukturisasi dasar pemungutan pendapatan daerah dalam bentuk perubahan atas beberapa Peraturan Daerah dan menertibkan Peraturan Daerah yang baru. Penyusunan draft Peraturan Daerah perubahan / baru tersebut dilakukan pada tahun 2004, yang dapat diterbitkan mulai pada tahun 2005. Dengan demikian proses sosialisasi dan pemberlakuan ketentuan Peratuaran Daerah itu berlangsung pada tahun 2005. Kaitan langsung dengan Kabupaten Minahasa Selatan yang baru terbentuk, dalam pelaksanaan Otonomi Daerah secara Defakto dan Dejure pada tanggal 4 Agustus 2003.
3.a.
Pajak Daerah 

1.
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2005  tanggal 25 Mei  2005  Tentang  Pajak Hiburan

2. 
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 7  tahun 2005  tentang Pajak Reklame

3. 
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 8 tahun 2005  tanggal 25 Mei 2005  tentang Pajak hotel. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005  tentang 3 Pajak Hotel

5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 tahun 2005  tanggal 25 Mei 2005  tentang Pajak Penerangan Jalan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 11 Tahun 2005  tanggal  25 Mei 2005  Tentang retribusi izin tempat Penjualan dan penampungan Minuman beralkohol. 
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  b. 
Retribusi Daerah.

Perkembangan Kinerja Pendapatan daerah. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, diharapkan setelah Peraturan daerah ditetapkan dan dioperasionalkan akan mendorong perkembangan Pendapatan Daerah, yang secara signifikan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor :
1.  Kebijakan Pemerintah.

2.  Pendapatan Masyarakat.

3.  Fluktuasi Harga Komoditas Andalan.

4.  Kebijakan Moneter, dan

5. Dunia Usaha. 
Selain factor-faktor tersebut, kondisi daerah yang aman menjamin pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Kontribusi Pendapan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu (Tahun 2003 s/d Tahun 2005), digambarkan sebagaimana berikut ini :
TABEL 30
KONTRIBUSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP APBD 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
	THN
	PAD
	DANA PERIMBANGAN
	APBD
	Kontrb.

PAD
	Kontrb.

Dana

Perimbangan

	2004
	2.063.150.000
	148.962.739.289
	150.845.086.033
	1.30 %
	98.70 %

	2005
	3.207.605.000
	160.322.155.700
	185.676.760.700
	1.70%
	98.30%

	2006
	4.605.000.000
	322.998.000.000
	327.053.000.000
	1.41%
	     98.59%


  c. Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dari data realisasi kinerja pandapatan secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2005 namun jenis penerimaan dari PAD yang belum optimal baik Pajak Daerah maupun dari Retribusi Daerah. Hal ini disebabkan karena masih adanya permasalahan serta hambatan dalam pengelolaan potensi pendapatan tersebut. Kemudian dari dana perimbangan khususnya Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kontribusi bagi Pendapatan Daerah belum optimal karena selama ini hak pemerintah Daerah umumnya masih melalui penetapan tetantif karena belum tersedianya data yang akurat.

e.
Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010.
Lima tahun kedepan (2006-2010) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan akan terus melakukan langkah-langkah yang dapat menjamin sumber pendapatan yang mencakup peningkatan kinerja Pendapatan daerah ini dipahami sebagai wujud dari komitmen untuk menjadikan masyarakat Minahasa Selatan yang semakin meningkat kesadarannya, berpartisipasi dalam pembangunan.
Pengelolaan Pendapatan Daerah mengacu pada potensi Daerah yang dimiliki Minahasa Selatan, selain dari apa yang sudah dikelola selama ini masih terdapat Sumber-Sumber potensi Pendapatan Daerah yang dioptimalkan penerimaannya.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu mengambil kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah sebagai sumber  penerimaan APBD dengan memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Penetapan kebijakan dibidang pendapatan daerah bahwa disatu sisi pendapatan harus terus dimaksimalkan penerimaannya dalam rangka membiayai belanja APBD, disisi lain upaya peningkatan pendapatan jangan sampai menghambat usaha ekonomi masyarakat.

Dengan demikian peningkatan pendapatan daerah hendaklah memperhitungkan kewajaran antara kemampuan ekonomi masyarakat dan besaran pungutan wajib yang harus disetor oleh masyarakat wajib pajak. Sedangkan pada komponen retribusi perlu diperhatikan kesesuaian antara besaran pungutan dengan jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib retribusi.

Optimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), kebijakan khusus terfokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan otonom Daerah dibidang pendapatan.

Potensi pendapatan masih dapat ditingkatakan baik dari segi objek maupun subjek pendapatan. Potensi ini memberi harapan bahwa kedepan masih untuk terus meningkatkan pendapatan sebagai sumber penerimaan APBD.

Kebijakan umum yang akan dilakukan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2005-2010, agar terjadi peningkatan kinerja pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah. Guna memantapkan perekonomian dan otonomi daerah. Upaya menggali sumber potensi dimaksud perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan khusus akan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan asli Daerah sebagai sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berupa ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak dan retribusi daerah menetapkan berbagai prioritas yang meliputi :

e.1.
Melakukan  intensifikasi dan ekstensifikasi  Pajak dan Retribusi.
e.2.
Melakukan pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minsel.
e.3.
Menyusun Sistim Informasi Pendapatan Daerah 

e.4.
Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi Perda 

e.5.
Menegakan supremasi hukum pengelolaan pendapatan daerah.

e.6.
Mempersingkat rantai birokrasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

e.7.
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pengelola Pendapatan daerah.

e.8.
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.

e.9.
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi.

e.10.
Meningkatkan sinergitas antar Dinas/ Badan/ Kantor unit kerja pengelola pendapatan daerah.

e.11.
Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan stakeholders, swasta, dan LSM.

e.12.
Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pendapatan Daerah sampai pada semua arah.

e.13.
Pemanfaatan Informasi dan Telematika (IT) yang aplikatif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan daerah.

e.14.
Pemberian Penghargaan (reward) kepada instansi pengelola pendapatan daerah yang melampaui target dan pihak stakeholders yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah.

e.15.
Mengaktifkan semua wajib pajak dan wajib retribusi melalui sistem dor to dor yang akan mendorong petugas melakukan monitoring dilapangan.
e.16.
Meningkatkan kesadaran sendiri

Kebijakan pengelola Pendapatan daerah dalam kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kabupaten Minahasa Selatan tahun 2005-2010 dilakukan melalui strategi : 
a) Ekstensifikasi Pendapatan asli Daerah (PAD),  
b) Intensifikasi penerimaan Pendapatan Daerah,  
c) Peningkatan kualitas pelayanan, dan  
d) Peningkatan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan, terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai dari tahapan pendataan potensi sumber-sumber di Daerah sampai pada penghitungan tentative besarnya alokasi pada APBD di Kabupaten Minahasa Selatan.

Disisi lain, kebijakan Pemerintah di bidang Pendapatan Daerah diharapkan memperoleh pemahaman yang benar dari masyarakat sehingga proses pemungutan dapat berjalan lebih lancar, diikuti dengan pemberian bukti-bukti penerimaan yang akuntabel yang pada gilirannya menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat bahwa membayar pajak dan retribusi adalah kewajiban setiap warga Negara.

Sanksi-sanksi terhadap ketidakpatuhan pada kewajiban pajak dan retribusi, ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan oleh aparat yang berkewenangan atasnya.

Setiap penerimaan dari berbagai jenis Pendapatan Daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pencatatan pembukuan yang tertib dan teratur, sehingga seberapa besar penerimaan Daerah demikian besarnya pula yang dapat membiayai Belanja Daerah.
f.
 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010
Dengan memperhatikan dasar kewenangan, arah kebijakan, potensi, strategi dan prioritas serta tantangan pertumbuhan ekonomi kedepan penataan pengelolaan pendapatan tersebut, maka sasaran Peningkatan Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 5 Tahun kedepan (2005-2010) khusus PAD diproyeksikan meningkat rata-rata pertahun.

Mengacu pada anggaran penerimaan PAD tahun 2005 sebesar Rp. 3.207.605.000 maka proyeksi rata-rata penerimaan PAD tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

Tahun 2006  Rp.
3.500.000.000.- ( 9,12%)

Tahun 2007  Rp.
4.175.000.000.- (9,29 %)

Tahun 2008  Rp.
5.010.000.000.- ( 20 %)

Tahun 2009  Rp.
6.050.000.000.- ( 20,76%)
Tahun 2010  Rp.
7.400.000.000.- (22,31%)
Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan tersebut dapat terealisir dengan asumsi :

1.
Kondisi ekonomi akan stabil, dengan pertumbuhan sekitar 5 % setiap tahun.

2.
Adanya peningkatan daya beli masyarakat, (purchasing power).

3.
Penyediaan jasa pelayanan pemerintah yang memadai dan semakin membaik.

4.
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tidak berubah.

5.
Adanya suasana kondusif yang menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.
g.
Sumber-sumber Pendapatan Daerah dan sejarah Perkembangannya.
g.1
Dasar Hukum

Sebagai konsekwensi dari kebijakan Nasional tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah maka pemyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diimbangi dengan pendanaan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang ada.

Sehubungan dengan itu kebijakan Pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerah. Peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun secara khusus yang menjadi dasar hukum sumber pendanaan dan pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu :

-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

-
Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

-
Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

-
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah;

-
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

-
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa implementasi pelaksanaan undang-undang tersebut diatas dijabarkan lagi dalam Peraturan Pemerintah dan khusus untuk pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

g.2
Sumber Pendapatan Daerah

Mengawali uraian tentang pendapatan perlu dipedomani ketentuan dalam pasal 155 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang menetapkan sebagai berikut :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah didaerah didanai dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Memperhatikan ketentuan pasal 155 ayat (1) tersebut diatas maka dalam pasal 157 Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 selanjutnya ditegaskan : 

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

-
Hasil Pajak Daerah;

-
Hasil Retribusi Daerah;

-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

-
Lain-lain PAD Yang Sah.

-
Dana Perimbangan.

-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Selanjutnya dalam pasal 158 ayat (1) ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Khusus dana perimbangan tersebut pada pasal 157 (b) telah ditetapkan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

g.3.
Perkembangan Pendapatan Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka perkembangan Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang mengacu pada ketentuan pasal 157 yang terdiri dari :

-
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

-
Dana Perimbangan.

-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pada Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Adapun jenis penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan aturan pemerintah adalah  6 jenis Pajak dan 30 jenis Retribusi Daerah sebagai berikut :

Pajak Daerah :  

1.
Pajak Hotel

 2.
Pajak Restoran

 3.
Pajak Hiburan

4.
Pajak Reklame

5.
Pajak Penerangan Jalan 

6.
Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Retribusi Daerah  :   
1.
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

2.
Retribusi Pelayanan Persampahan 

3.
Retribusi Penggantian biaya Cetak KTP

4.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil

5.
Retribusi Pelayanan Pemakaman

6.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalanan Umum

7.
Retribusi Pasar

8.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

9.
Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran

10.
Retribusi Penggantian biaya Cetak Peta

11.
Retribusi Pengujian Perikanan 

12.
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

13.
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan atau Pertokoan 

14.
Retribusi Jasa Tempat Pelelangan 

15.
Retribusi Jasa Usaha Terminal

16.
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

17.
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

18.
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus

19.
Retribusi jasa Usaha Rumah Potong Hewan

20.
 Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kapal

21.
Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Limbah cair 

22.
Retribusi  jasa usaha Tempat Penjualan Produksi Usaha Daerah

23.
Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan 

24.
Retribusi Izin “Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

25.
Retribusi Izin Gangguan 

26.
Retribusi Izin Trayek 

27.
Retribusi Penggantian biaya cetak dan pelayanan jasa ketatausahaan (Keterangan Fiskal)

28.
Retribusi Ijin Berjualan Keliling dan Berjualan ditempat tertentu

29.
Retribusi Perijinan Sektor Industri dan Perdagangan

30.
 Retribusi Ketenagakerjaan.
Adapun jenis penerimaan Pendapatan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2005 meliputi 6 (Enam )  jenis pajak dan 18 (Delapan belas) Jenis retribusi . Selanjutnya baik pajak Daerah maupun Retribusi Daerah untuk Tahun-tahun kedepan akan berkembang sesuai dengan kondisi perekonomian. Dilain pihak dalam rangka Diversifikasi Bidang Pendapatan maka Pemerintah Daerah akan senantiasa menyiapkan perangkat peraturan/payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengacu dari Peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya Retribusi Daerah masih juga terdapat jenis penerimaan yang perlu peninjauan tentang efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.
h. 
Dana Bagi Hasil
Dana bagi hasil yang diperuntukan bagi Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Yang bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan vertikal, melalui pengalokasian bagi hasil dilakukan dengan prosentasi  tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil, prediksi dana bagi hasil kedepan dapat memberikan ketambahan yang cukup besar dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap wajib pajak melalui pendataan, pembekalan dan koordinasi dari semua jenis.

Merupakan hal yang sangat positif apabila kedepan adanya kenaikan yang sangat signifikan anggaran pendapatan sehingga mampu membiayai belanja daerah, pada tahun anggaran 2005 Dana Bagi Hasil baik dari Pajak maupun dari Sumber Daya Alam dianggaran sebesar Rp. 9.605.155.700 Realisasi Penerimaan sampai dengan Bulan Nopember 2005 Rp. 7.683.360.902 (80%).
1. Yang bersumber dari pajak:

· Pajak Bumi dan Bangunan;

· Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB);

· Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25 dan 29.

2. Yang bersumber dari sumber daya alam:

· Kehutanan;

· Pertambangan umum;

· Perikanan;

· Pertambangan minyak bumi;

· Pertambangan gas bumi;

· Pertambangan panas bumi
Tabel 31 

Prediksi Anggaran

	NO
	JENIS DANA

PERIMBANGAN
	PREDIKSI ANGGARAN TAHUN

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	SUMBER PAJAK
	
	
	
	
	

	1.
	Pajak Bumi dan Bangunan
	6.450.000.000
	7.095.000.000
	7.805.000.000
	8.590.000.000
	9.445.000.000

	2.
	Bea perolehan hak atas tanah
	1.375.000.000
	1.515.000.000
	1.670.000.000
	1.840.000.000
	2.025.000.000

	3.
	Pajak penghasilan (PPh)
	1.375.000.000
	1.515.000.000
	1.670.000.000
	1.840.000.000
	2.025.000.000

	JUMLAH
	9.200.000.000
	10.125.000.000
	11.145.000.000
	12.270.000.000
	13.495.000.000

	SUMBERDAYA ALAM
	
	
	
	
	

	1.
	Kehutanan
	65.400.000
	68.670.000
	72.100.000
	75.705.000
	79.490.000

	2.
	Pertambangan Umum
	478.155.000
	535.870.000
	919.460.000
	1.114.406.000
	1.112.550.000

	3.
	Perikanan
	825.000.000
	910.000.000
	1.000.000.000
	1.110.000.000
	1.111.000.000

	4.
	Pertambangan Minyak Bumi
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Pertambangan Gas Bumi
	-
	-
	-
	-
	-

	JUMLAH
	1.368.555.000
	1.514.540.000
	1.991.560.000
	2.300.111.000
	2.303.040.000


i.
  Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan atas kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal, sebagai instrumen untuk mengatasi horisontal inbalance yang dialokasi dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah dan berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan baik dana PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah.
Pada Tahun Anggaran 2005 pengalokasian untuk Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp. 137.597.000.000, maka pada tahun kedepan dengan adanya kenaikan belanja daerah maka dana akan bertambah. 
Tabel 32
Prediksi Perkembangan Dana Alokasi Umum
	PREDIKSI PEROLEHAN DAU TAHUN

	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	275.000.000
	285.000.000
	295. 000.000
	317.000.000.000
	345.000.000.000

	
	
	
	
	


j.
Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Untuk Kabupaten Minahasa Selatan dana ini diAlokasikan Non Dana Reboisasi untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan tertentu antara lain:

1. 
Bidang Pendidikan;

2. 
Bidang Kesehatan;

3. 
Bidang Infrastruktur Jalan dan Air Bersih;

4. 
Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dan Pertanian.
5. 
Bidang Kehutanan

6.   Bidang Lingkungan  hidup
Tabel 33
Prediksi Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK)

	NO
	DAK NON REBOISASI
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Bidang Pendidikan
	4.796.000.000
	5.275.000.000
	5.805.000.000
	6.385.000.000
	7.025.000.000

	2.
	Bidang Kesehatan
	1.850.000.000
	2.035.000.000
	2.240.000.000
	2.465.000.000
	2.710.000.000

	3.
	Bidang Infrastruktur Jalan dan Air Bersih
	2.800.000.000
	3.080.000.000
	3.385.000.000
	3.725.000.000
	4.905.000.000

	4.
	Prasarana Pemerintahan Daerah dan Pertanian
	480.000.000
	95.000.000
	1.015.000.000
	1.120.000.000
	1.230.000.000

	JUMLAH
	10.286.000.000
	11.340.000.000
	12.445.000.000
	13.695.000.000
	15.870.000.000


k. 
Bagi Hasil Propinsi
Bagi hasil propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Propinsi Sulawesi Utara yang diperuntukan bagi Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun anggaran 2005 (sampai bulan September) terdapat angka realisasi sebesar Rp. 3.431.042.102 dari target anggaran Rp. 3.550.000.000 sesuai potensi. Sebagai langka pengembangan kedepan jenis bagi hasil ini banyak memberikan kontribusi bagi Kabupaten Minahasa Selatan dalam kiat-kiat pengembangan, diperlukan langka pendapatan, kepemilikan kendaraan serta menginfentarisir semua kendaraan yang ada di Minahasa Selatan dengan kiat tersebut diatas maka jenis bagi hasil ini akan mempengaruhi pendapatan daerah dalam pengembangan kedepan lebih besar lagi.
Tabel 34 

Prediksi Bagi Hasil Propinsi
	NO
	JENIS BAGI HASIL
	PREDIKSI ANGGARAN TAHUN

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	PKB
	1.102.500.000
	1.157.625.000
	1.215.506.250
	1.239.816.375
	1.264.612.702

	2.
	BBN-KB
	1.102.500.000
	1.157.625.000
	1.215.506.250
	1.239.816.375
	1.264.612.702

	3.
	PBB-KB
	1.312.500.000
	1.378.125.000
	1.447.031.250
	1.519.382.812
	1.595.351.952

	4.
	Pajak Kendaraan diatas Air
	100.000.000
	110.000.000
	121.000.000
	133.000.000
	146.410.000

	5.
	Bea Balik Nama Kendaraan diatas Air
	75.000.000
	75.000.000
	75.000.000
	75.000.000
	100.000.000

	6.
	Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
	75.000.000
	85.000.000
	95.000.000
	105.000.000
	120.000.000

	7.
	Bantuan Keuangan dari Propinsi
	350.000.000
	450.000.000
	550.000.000
	750.000.000
	1.000.000.000

	JUMLAH
	4.017.500.000
	4.240.875.000
	4.476.543.750
	4.802.017.571
	5.095.987.356


Dari hasil prediksi pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 terus terjadi kenaikan. Hal ini disebabkan karena perkembangan pembangunan berjalan secara signifikan  dilain pihak harapan hidup masyarakat meningkat. Walaupun pada awal bulan Oktober 2005 Pemerintah menetapkan kenaikan harga minyak bumi dimana dampak kenaikan ini sangat memberatkan perekonomian masyarakat, tetapi dilain pihak pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk pemberian bantuan terhadap rakyat miskin.

Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya sekuat tenaga dalam menghimpun dana dari berbagai instansi  terkait agar tujuan masyarakat berjalan secara simultan. Dari resume prediksi pendapatan daerah yang dikelolah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat dalam tabel 35.
Tabel 35 

Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010
Kabupaten Minahasa Selatan

	NO
	JENIS PENDAPATAN
	PREDIKSI ANGGARAN TAHUN

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Pajak Daerah
	1.800.000.000
	1.900.000.000
	2.200.000.000
	2.600.000.000
	3.100.000.000

	2.
	Retribusi Daerah
	1.600.000.000
	1.900.000.000
	2.300.000.000
	2.750.000.000
	3.300.000.000

	3.
	Hasil Perusahaan Milik Daerah
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	
	250.000.000
	350.000.000
	500.000.000
	750.000.000

	5.
	Lain-lain PAD yang Sah
	100.000.000
	125.000.000
	160.000.000
	200.000.000
	250.000.000

	TOTAL  I
	3.500.000.000
	4.175.000.000
	5.010.000.000
	6.050.000.000
	7.400.000.000

	

	1.
	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
	7.196.731.000
	11.244.135.100
	11.806.341.855
	12.396.658.900
	13.016.491.847

	2.
	Dana alokasi umum
	275.000.000.000
	285.000.000.000
	295.000.000.000
	317.000.000.000
	345.000.000.000

	3.
	Dana alokasi khusus
	34.000.000.000
	40.000.000.000
	45.000.000.000
	57.000.000.000
	63.000.000.000

	4.
	Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi
	350.000.000
	450.000.000
	550.000.000
	750.000.000
	1.000.000.000

	5
	Laiin-lain Pendapatan yang sah
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL  II
	316.546.731.000
	336.694.135.100
	352.356.341.855
	387.347.650.900
	422.016.491.847

	JUMLAH

KESELURUHAN
	320.046.731.000
	340.869.135.600
	357.366.341.855
	393.397.650.900
	429.416.491.847


B. 
ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.

1. 
Sejarah Dan Pengembangan & Alokasi Belanja Daerah.

1.1.
Sejarah Dan Pengembangan Belanja Daerah.

Secara Historis dan Kronologis dapat digambarkan bahwa dasar-dasar dari Pengelolaan Keuangan Daerah dimulai semasa pemerintahan Hindia Belanda yang diatur tersendiri pada pasal 80 sampai dengan pasal 127 Provincie Ordonnantie stbl. 1924 No. 78 untuk Daerah Otonom tingkat Propinsi , pada pasal 75 sampai pasal 123 Regentschaps Ordonnantie untuk Daerah Otonom tingkat Kabupaten dan pasal 99 sampai dengan pasal 141 Stadgemeente Ordonnantie stbl. 1926 No. 365 untuk Daerah Otonom tingkat Kotamadya/ gemeente.

Dalam pada itu melengkapi ketentuan ketentuan dasar keuangan Daerah sebagaimana telah disebutkan tadi, guna petunjuk pelaksanaannya baik berkenan dengan penganggarannya (begrooting) maupun pengurusannya (beheer) serta perhitungannya (rekeningsvoor schriften), maka hal ini diatur lebih lanjut dalam stbl. 1936 No. 432, dan penuntunnya didalam Bb. 13678.

Setelah kemerdekaan, diawali dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang Daerah Otonom, kemudian Undang-undang No. 1 Tahun 1957 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 melalui pasal peralihan. Masing-masing peraturan Perundang-undangan tersebut diatas sepanjang tidak bertentangan masih tetap diberlakukan. Namun dengan demikian sesuai dengan keinginan Pemerintah yang berkuasa saat itu menghendaki adanya penataan kembali, maka disusunlah peraturan yang baru yang berkenan dengan pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan ketentuan perundangan yang lama, sebagai dimaksud dalam pasal 80 sampai dengan pasal 127, Provincie Ordonnantie, stbl. 1924 No. 78 dalam pasal 75 sampai dengan pasal 123 regentsschaps Ordonnantie. Ketentuan perundangan yang baru yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah no. 36 Tahun1972, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1973, tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1974 tentang bentuk contoh-contoh untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah maka tidak berlaku lagi ketentuan perundangan tentang daerah otonom sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1965, dengan demikian perlu diadakan penyesuaian terhadap ketentuan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan, untuk itu maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lain-lain. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan keuangan daerah: seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan materiil daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 tentang kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi kas Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah. Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi landasan pelaksanaan APBD yang pelaksanaannya baik format maupun struktur APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan hingga Tahun anggaran 2004.

Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah melahirkan pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru baik format maupun struktur APBD, yang petunjuk pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, penyusunan dan perhitungan APBD yang adalah merupakan pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Selatan sejak Tahun 2003.

Mengingat penyempurnaan Peraturan Pemerintah masih dalam proses sebagai landasan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan,dan pertanggungjawaban APBD, sebagimana yang diamanatkan Pasal 194 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan langkah sinkronisasi dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan 2007 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.


2.  Alokasi Belanja Daerah.

Berbagai kondisi obyektif dan aspirasi yang berkembang di masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan melahirkan beberapa agenda Kunci Pembangunan yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Minahasa Selatan 2005-2010 yang perlu mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dan khususnya Pemerintahan Daerah dalam penyiapan kebijakan sebagai landasan dan arah pengelolaan Belanja Daerah. Sejalan dengan landasan kebijakan yang telah direncanakan tersebut, perlu penciptaan kembali itikad dan semangat yang positif untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran agenda Kabupaten Minahasa Selatan dalam mewujudkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah dan spirit yang sama serta pemahaman kembali akan fungsi jajaran Pemerintahan Daerah dalam mengemban amanat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Pengelolaan Belanja Daerah merupakan hal yang penting, diantaranya sebagai tolok ukur dan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Hal itu juga sekaligus menjadi instrument untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan secara rasional, obyektif dan adil. Oleh karenanya, penetapan secara tepat Anggaran Belanja Daerah adalah merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dewasa ini maupun tantangan yang mungkin akan timbul dimasa mendatang.
Belanja Daerah
1. Belanja Daerah  dipergunakan dalam rangka mendanai     pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi tau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan uruan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pmerintah dan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentua perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib  diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat  diwujudkan melalui prestasi  kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.
Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan  terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

2. 
Klasifikasi belanja menurut urusan wajib  mencakup :

    a. pendidikan
    b. kesehatan
    c. pekerjaan umun

    d. perumahan rakyat

    e. penataan ruang
    f.  perencanaan pembangunan

    g. perhubungan
    h. lingkungan hidup

     i. pertanahan
     j. kependudukan dan catatan sipil
    k. pemberdayaan perempuan
     l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera
    m. sosial
    n. tenaga kerja
    o. koperasi dan usaha kecil dan menengah
    p. penanaman modal
    q. kebudayaan
     r. pemuda dan olahraga

     s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

     t. pemerintahan umum

     u. kepegawaian

     v. pemberdayaan masyarakat dan desa

     w. statistik
     x. arsip dan
     y. komunikasi dan informatika.

 3.
Klasifikasi belanja menurut urutan pilihan  mencakup :
a.  pertanian

b.
kehutanan

c.
energi dan sumber daya mineral
d.
pariwisata
e.
kelautan dan perikanan
f.
perdagangan
g.
perindustrian dan
h.  transmigrasi.
4
Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dangan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajid dan urusan pilihan. 
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpanduan pengelolahan keuangan negara terdiri dari :

a.
pelayanan umum

b.
ketertiban dan ketentraman

c.
ekonomi 
d.
lingkungan hidup

e.
perumahan dan fasilitas umum
f.
kesehatan
g.
pariwisata dan budaya

h.
pendidikan dan

i.

perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut organisasi  disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan   disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
1. Belanja menurut kelompok belanja  terdiri dari :

a.
belanja tidak langsung dan


b. 
belanja langsung
2.
Kelompok belanja tidak langsung  merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3 Kelompok belanja langsung  merupakan belanja yang dianggarkan terkat secara langsung dengan pelksanaan program dan kegiatan.
Belanja Tidak Langsung
Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : 

a.
belanja pegawai
b.
bunga
c.
subsidi
d.
hibah
e.
bantuan sosial

f.
belanja bagi hasil

g.
bantuan keuangan dan

h.
belanja tidak terduga

1.
Belanja pegawai  merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetepkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.
Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai degan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
1.
Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemanpuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Tambahan penhasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai  berdasarkan beban kerja  atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

3.
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja    diberikan kepada pegawai negeri sipil  yang dibebani  pekerjaan untuk  menyelesaikan tugas-tugas  yang dinilai melampaui beban kerja normal.

4.
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya  berada di darah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

5.
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja  diberikan kepada pegawai negeri sipil  yang dalam melaksanakan  tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

6.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan  khusus dan langka.
7.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja  diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

8. Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dangan peraturan kepala daerah.

Belanja bunga digunakn untuk  menganggarkan  pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outsanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jngka pendek, jangka menengah, jngka panjang.
1.  
Belanja subsidi di gunakan untuk mengangarkan bantuan biaya produksi kepada perusahan/lembaga tertentu agar harga jual prodksi/jasa yng dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

2.
Perusahan/lembaga tertentu  adalah perusahan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

3.
Perusahan/lembaga penerima belanja subsidi  harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4.
Dalam rangka pertanggung jawaban pekasanaan APBD, penerima subsidi   wajib menyampaikan  laporan pertanggun jawaban penggunaan dana subsidi kepada lepala daerah.

5.
Belanja subsidi  dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahan/lenbaga penerima subsidi dalam peraturan daerah  tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah 
1.
Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

2.
Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat di anggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan mimimun yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.
Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilalukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemarintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat  bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
4.
Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.
5.
Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
1.
Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

2.
Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
4.
Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.
Belanja hibah  bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai  dengan persyaratan yang di tetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
2.
Belanja hibah kepada pemerintah dikelolah sesuai  dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah lainnya  dan kepada perusahan daerah, badan/lembaga/organisasi swasa dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelolah dengan mekanisme APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.
Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat .
2.
Bantuan sosial  diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran,selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
3.
Untuk memenuhi  fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dn pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat , bantuan dalam bentuk uang dapat di anggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4.
Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
Belanja bagi hasil  digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang sumber dari pendapatan provensi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1.
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keungan.
2.
Bantuan keungan yang bersifat umum  peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
3.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus  peruntukan dan penggolongannya diserakan /ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

4.
Pemberi bantuan bersifat khusus dapat masyarakat  penyediaan dana  pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
1.
Belanja tidak terduga  merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosil yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.
Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan , ketentraman, dan ketertiban masyarakat didaerah.
3.
Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
1
Belanja pegawai dianggarkan pada belanja pada organisasi berkenan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.
Belanja bunga, belanja subsidi, belaja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keungan,  dan belanja tidak terduga hanya  dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.
Belanja Langsung    
                Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
a. Belanja pegawai

b. belanja brang dan jasa

c. belanja modal

Belanja pegawai  untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan progrm dan kegiatan pemerintah daerah

1. Belanja barang dan jasa  digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
2. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa  mencakup belanja belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantr, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari – hari tertentu, perjalanan dinas, perjalan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

1.Belanja modal  digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelan/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

2. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud  yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset

3. Belanja honorarium panitia pengadaan atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau barang dan jasa

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.        
b.
Analisis Belanja Daerah.


1. Kinerja Belanja Daerah.

Kondisi akhir perkembangan kebutuhan fiscal Minahasa Selatan tahun 2006 yaitu, luas wilayah 1.549,65 Km2, jumlah penduduk 202.808.350.Jiwa, jumlah penduduk miskin 26.427 KK dan indeks kemahalan konstruksi sebesar 101,62 bagi hasil pajak sebesar Rp 11.322.739.289. Serta Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.882.346.744  Hal ini menunjukkan angka yang signifikan terutama untuk perhitungan DAU, yang masih merupakan sumber pembiayaan utama APBD Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejak tahun 2003 s/d 2005 banyak mengalami perubahan yang mendasar, terutama dengan adanya perubahan-perubahan peraturan serta perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Tabel  36  
Rincian kegiatan tahun anggaran 2004 s/d 2006
	NO
	BIDANG KEWENANGAN
	TAHUN 2004
	TAHUN 2005
	TAHUN 2006

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Administrasi Umum Pemerintahan
	41.065.342.183
	60.255.667.528
	121.458.333.700

	2
	Bidang Pertanian
	2.269.464.059
	  3.392.906.560
	9.413.575.700

	3
	Bidang Kelautan dan Perikanan
	409.544.246
	     539.948.122
	3.658.366.200

	4
	Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup
	319.980.274
	     378.350.217
	959.359.500

	5
	Bidang Kehutanan dan Perkebunan
	1.871.540.788
	  1.883.943.732
	2.985.813.800

	6
	Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	1.126.776.089
	  1.311.651.175
	2.739.088.300

	7
	Bidang Ketenagakerjaan
	275.675.851
	     391.796.269
	867.627.200

	8
	Bidang Kesehatan
	8.645.531.111
	10.419.356.933
	17.636.465.000

	9
	Bidang Pendidikan
	83.710.745.955
	92.123.191.226
	115.427.733.000

	10
	Bidang Sosial
	316.954.537
	     387.286.425
	896.205.900

	11
	Bidang PU
	8.231.112.302
	11.423.004.904
	42.727.065.300

	12
	Bidang Perhubungan
	868.031.293
	  1.102.348.400
	3.660.511.100

	13
	Bidang Kependudukan
	281.380.335
	  1.181.067.904
	816.973.200

	14
	Bidang Kepariwisataan
	396.881.358
	      492.018.879
	2.238.991.200


Administrasi Umum Pemerintahan menyerap alokasi anggaran sebesar 32,52 %; bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kehewanan mendapat alokasi sebesar 1,83 %; bidang Kelautan dan Perikanan 0,29 %; bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup sebesar 0,20 %; bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1,02 %; bidang Ketenagakerjaan 0,71 %; bidang Kesehatan 9,62 %; bidang Pendidikan sebesar 49,72 %; bidang Sosial 0,21 %. Dalam penyiapan anggaran 2005, 3 (tiga) bidang yang memperoleh alokasi anggaran dengan urutan sebagai berikut : 

· Bidang Pendidikan sebesar 49,72 %

· Bidang Administrasi Umum sebesar 32,52 % dan

· Bidang Kesehatan 5,62 %
Tabel   37
Alokasi Belanja APBD Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Anggaran 2004 s/d 2006
	NO
	JENIS BELANJA
	TAHUN 2004
	TAHUN 2005

	1
	2
	3
	4

	1.
	Belanja Aparatur Daerah
	128.373.488.211
	44.429.929.520

	2.
	Belanja Publik
	21.015.472.170
	51.820.977.900


Alokasi Belanja Daerah untuk tahun 2003 s/d 2005 tergambar pada tabel 37, dimana alokasi Belanja Aparatur sejak tahun anggaran 2003 mengalami peningkatan, hal ini terutama untuk menampung pembayaran Pegawai/Personalia, Belanja Barang dan Jasa, Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan serta Belanja Modal yang berupa Pengadaan/Pembangunan sarana fisik aparatur daerah yang sifatnya menambah aset dan manfaat ekonominya lebih dari satu tahun. Untuk Belanja Pelayanan Publik pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 40,55 % jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2003. 
Tabel  38

Alokasi Belanja APBD Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Anggaran 2003 s/d 2005
	NO
	JENIS BELANJA
	TAHUN ANGGARAN 2004 (Rp)
	TAHUN ANGGARAN 2005
(Rp)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Aparatur Daerah
	128.373.488.211
	133.855.782.800

	
	BAU
	109.027.103.259
	120.587.050.495

	
	BOP
	8.720.611.956
	9.401.478.804

	
	BM
	10.625.772.996
	3.867.253.500

	2.
	Pelayanan Publik
	21.015.472.170
	51.820.977.900

	
	BAU
	1.308.342.390
	2.131.824.000

	
	BOP
	7.257.709.941
	22.505.677.900

	
	BM
	3.411.908.489
	10.287.723.500


Tabel  39

Estimasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2006 s/d 2010

	No
	THN ANGG
	PENDAPATAN
	JUMLAH PENDAPATAN
	BELANJA
	JUMLAH 

BELANJA

	
	
	PAD
	DANA PERIMBANGAN
	
	GAJI
	NON GAJI
	

	
	
	
	BHP/BP
	DAU
	DAK
	LAIN 2
	
	
	
	

	1
	2006
	3.500.000.000
	  7.546.731.000
	275.000.000.000
	34.000.000.000
	
	320.040.731.000
	151.651.425.966
	168.389.305.034
	320.046.731.000

	2
	2007
	4.175.000.000
	11.694.135.100
	285.000.000.000
	40.000.000.000
	
	340.869.135.100
	159.233.997.295
	181.635.137.805
	340.864.135.000

	3
	2008
	5.010.000.000
	12.356.341.855
	295.000.000.000
	45.000.000.000
	
	357.366.341.855
	167.195.697.159
	190.170.644.696
	357.366.341.855

	4
	2009
	6.050.000.000
	13.146.658.900
	317.000.000.000
	57.000.000.000
	
	393.397.650.900
	175.555.482.000
	217.842.168.900
	393.397.650.900

	5
	2010
	7.400.000.000
	14.016.491.847
	345.000.000.000
	63.000.000.000
	
	429.316.491.847
	188.722.143.150
	240.594.248.697
	429.316.491.847


Belanja Daerah yang diprediksi dari Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 memuat kebijakan penganggaran jangka menengah daerah yang berisikan pokok-pokok kebijakan anggaran yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang bersifat makro, dengan demikian prediksi belanja ini hanya menetapkan garis besar kebijakan anggaran yang nantinya akan merupakan “payung” dalam penyusunan anggaran tahunan daerah.

Estimasi belanja daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan publik atau masyarakat, dengan melibatkan seluruh stakeholder daerah. Dengan memperhatikan berbagai kondisi diatas, untuk lima tahun kedepan diprediksikan akan terjadi peningkatan belanja daerah seiring dengan adanya kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan pengembangan Agrobisnis, belanja ini juga disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, kenaikan bahan bakar minyak, kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah. Belanja gaji diperkirakan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan akan adanya penerimaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah dimana komponen ini merupakan variabel dasar dalam penyusunan DAU. Komposisi gaji jika dibandingkan dengan total belanja daerah adalah sebesar 57,24 % serta rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan adalah sebesar 20,58 %.

Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lokal.

1. 
Analisis Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lokal.

Mengacu pada perkembangan PAD Kabupaten Minahasa Selatan nampak bahwa rationya masih teramat rendah (± 6,15 %). Diperkirakan bila PAD ini ditambah dengan pajak pusat yang ditarik oleh pemerintah rationya terhadap PDRB baru 2,68%.

Potensi penerimaan pajak sebenarnya masi
2. 
Kemitraan Pemerintah dan Swasta.

Upaya selanjutnya dilakukan dalam Kebijakan Pembangunan ekonomi, memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk berinvestasi, membangun industri pertanian, perikanan di Kabupaten Minahasa Selata
BAB VI
KEBIJAKAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan pada 6 (enam) program unggulan Kepala Daerah sebagaimana tersebut dalam Bab IV diatas, yang kemudian dijabarkan pada SKPD maupun Lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya; Secara Sistemik, Holistik maupun Komprehensif dalam satu kesatuan (integral) didalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Selatan.
A. Agribisnis (Agro produksi, Agro industri dan Agro marketing)
1. Pembangunan Agribisnis diarahkan kepada beberapa hal :

1.1 Pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi global melalui    promosi dagang ditingkat lokal, Regional, Nasional dan Internasional

1.2 Membuka seluas mungkin masuknya investor domestik dan asing dalam menembangkan sektor agro industri dan agro bisnis

1.3Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan melalui pengembangan dan rehabilitasi lahan, perbaikan sarana pengairan, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan sebagainya 
1.4 Mengembangkan sektor perdagangan dalam dan luar negeri melalui perluasan akses pasar terutama dalam meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan
1.5 Memberikan intensif kepada pengusaha kecil, menengah, koperasi dan investor tanpa membedakan asal usul

1.6 Mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah sebagai basis utama penggerak kegiatan ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan pendapat masyarakat diwiyalah pedesaan dan perkotaan

2. Permasalahan  pengembangan agribisnis yang dihadapi, Kabupaten Minahasa Selatan khususnya dan pada umumnya Sulawesi Utara, meliputi:

2.1.
Lemahnya diversifikasi komoditas pertanian

2.2.
Sarana dan prasarana belum memadai

2.3.
Penggunaan teknologi pertanian masih rendah

2.4.
Regulasi komoditi

2.5.
Fluktuasi pasar

2.6.
Adanya kebijakan nasional dibidang moneter, karena dampak melemahnya nilai tukar dolar terhadap rupiah

 3.
Kebijakan Pembangunan Agribisnis, diarahkan pada:

3.1. Peningkatan infrastruktur pertanian

3.2.
Mengembangkan usaha pertanian dengan wawasan bisnis menghasilkan nilai tambah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian

3.3.
Memberikan kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya untuk kegiatan pembangunan pertanian
3.4.
Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu 
3.5.
Peningkatan usaha pertanian

3.6.
Peningkatan standar mutu komoditas pertanian

3.7.
Peningkatan ketersediaan komoditas pertanian yang berkesinambungan 

3.8.
Peningkatan penyediaan modal

3.9.
Pemberian jaminan pemasaran produksi pertanian kelompok tani

3.10.Peningkatan distribusi hasil pertanian

3.11.Peningkatan pelayanan perijinan berinvestasi dalam bidang pertanian
4. Program dan Kegiatan Pembangunan Agribisnis

4.1.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan kegiatan:
4.1.1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
4.1.2. Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
4.1.3.
Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
4.1.4.Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
4.1.5. Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
4.1.6. Optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi
4.1.7. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
4.1.8. Perencanaan normalisasi saluran sungai

4.1.9. Pembangunan jaringan air bersih/air minum

4.1.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.2. Program Program penyediaan dan pengolahan air baku kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

4.2.1.
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
4.2.2.
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
4.2.3. Pembangunan sumur-sumur air tanah

4.2.4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air

4.2.5. Peningkatan distribusi penyediaan air baku

4.2.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4.3.
Program Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, dengan kegiatan meliputi :

4.3.1.
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
4.3.2.
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
4.3.3.
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
4.4.
Program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatan :

4.4.1.
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.4.2.
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.4.3.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.4.4.Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

4.4.5.Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

4.4.6.Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

4.4.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.5.
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan kegiatan meliputi:

4.5.1.Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.5.2.
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.5.3.
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.5.4.
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.5.5.
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
4.5.6.
Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam
4.5.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.6.
Program penetapan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan kegiatan sebagai berikut:

4.6.1.
Perencanaan pengembangan infrastruktur.
4.6.2. Pembangunan/peningkatan infrastruktur

4.6.3.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.7.
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dengan kegiatan sebagai berikut:

4.7.1. Penanganan daerah rawan pangan
4.7.2. Penyusunan data base potensi produk pangan
4.7.3. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
4.7.4. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
4.7.5. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
4.7.6. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
4.7.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan
4.7.8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
4.7.9.   Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan
4.7.10.
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
4.7.11.
Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
4.7.12.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
4.7.13.
Pengembangan cadangan pangan daerah
4.7.14. Pengembangan desa mandiri pangan
4.7.15. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
4.7.16.
Pengembangan diverisifikasi tanaman
4.7.17.
Pengembangan pertanian pada lahan kering
4.7.18.
Pengembangan lumbung pangan desa
4.7.19. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
4.7.20.
Pengembangan perbinihan/perbibitan
4.7.21. Pengembangan sistem informasi pasar
4.7.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
4.7.23. Koordinasi kebijakan perberasan
4.7.24.Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan
4.7.25. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian
4.7.26. Penelitian dan pengembangan teknologi biotekhnologi
4.7.27. Penelitian dan pengembangan  teknologi budi daya
4.7.28. Penelitian dan pengembangan teknologi pasca panen
4.7.29.Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
4.7.30. Penyuluhan sumber pangan alternative
4.7.31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.8.
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak  dengan kegiatan meliputi:
4.8.1.
Pendataan masalah peternakan
4.8.2.
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
4.8.3.
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemic
4.8.4. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah


4.8.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.9.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan sebagai berikut:

4.9.1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
4.9.2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
4.9.3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
4.9.4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
4.9.5. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
4.9.6.Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
4.9.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan


4.10.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah kegiatan sebagai berikut:

4.10.1.
Pengembangan klaster bisnis
4.10.2.
Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
4.10.3.
Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
4.10.4.
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangg, industri kecil dan industri menengah

4.10.5.Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
4.10.6.
Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
4.10.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.11.
Program penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dengan kegiatan sebagai berikut:

4.11.1.
Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan antar kecamatan
4.11.2.
Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan/jembatan daerah potensial dan pengembangan daerah produksi
4.11.3.
Peningkatan jalan dan penggantian jembatan kabupaten/kota
4.11.4.
Pembangunan jalan baru guna membuka isolasi daerah
4.11.5.
Pembangunan jalan dan jembatan guna pengembangan jaringan jalan pada daerah strategis/potensial
4.11.6.
Pengadaan dan pemeliharaan peralatan jalan berat
4.11.7.
Pengembangan laboratorium pertanian.
4.12.
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan meliputi:

4.12.1.
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
4.12.2.
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
4.12.3.
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
4.12.4.
Pembangunan pasar perdesaaan
4.12.5.
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan
4.12.6.
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
4.12.7.
Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan
4.12.8.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.13.
Program penataan distribusi pelayanan publik dengan kegiatan terdiri dari:
4.20.1.
Penyusunan mekanisme dan standarisasi pelayanan
4.20.2.
Penetapan peraturan Bupati

5.
Matriks,Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan (Kerangka Anggaran, Kerangka Regulasi), SKPD, Pagu Indikatif Tahunan, Program Agrobisnis sebagaimana dalam tabel matriks.
B. 
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pendekatan Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) ini bertujuan untuk menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan. Metode ini yang digunakan dalam menilai pengaruh pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan mempelajari distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan (property) masyarakat. Analisis mengenai tingkat kemiskinan didasarkan pada konsep kemiskinan absolut (absolut property) atau lebih dikenal dengan istilah dibawah garis kemiskinanan. Sedangkan batas kualitatif dari kemiskinan absolut adalah apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan secara komprehensif pada berbagai keterkaitan kebutuhan peningkatan Sumber Daya Manusia, untuk memenuhi daya saing tinggi dalam pembangunan di era globalisasi.

Dalam perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat permasalahan, yang mempengaruhi perencanaan pembangunan sumber daya manusia.

1. Permasalahan

Permasalahan dan tantangan yang menonjol pada perencanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Minahasa Selatan meliputi:

1.1.
Adanya jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi

1.2.
Pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah

1.3.
Tingkat pengangguran relatif tinggi

1.4.
Biaya pendidikan relatif tinggi

1.5.
Adanya penyebarluasan virus HIV/AIDS dan
1.6.
Kulturasi budaya asing
Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan tersebut diatas perlu disikapi secara bijak dalam perencanaan pembangunan daerah, agar sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Selatan akan memiliki daya saing, daya tahan (fisik, mental, iman) diabad 21 dengan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis.
2.
Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada:
2.1.
 Peningkatan sumber daya manusia baik secara formal, informal mapun non formal
2.2.
 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2.3.Meningkatkan kualitas anak dan perempuan serta pemberdayaan dan pemenuhan perlindungan terhadap anak dan perempuan 
2.4.
 Peningkatan wawasan Nasional dalam memperkuat NKRI
2.5.
 Meningkatkan kualitas pendidikan usia dini
2.6.
 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal
2.7.
 Peningkatan subsidi / bantuan pendidikan
2.8.
 Pemberdayaan fakir miskin dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 
2.9.
 Peningkatkan kualitas  tenaga kerja dan pengembangan kelembagaan produktifitas dan kewirausahaan
2.10. Pengembangan sistim pendukung usaha Mikro kecil menengah 
2.11. Peningkatan kulitas kelembagaan koperasi

2.12. Pengembangan desa terpencil
2.13. Pengembangan pemukiman lingkungan sehat perumahan 
2.14.
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2.15. Pengadaan  Pembangunan Perguruan Tinggi
3. Program dan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Program kegiatan pembangunan peningkatan sumber daya   Manusia meliputi:
3.1.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan meliputi:
3.1.1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
3.1.2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
3.1.3. Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

3.1.4. Perbaikan gizi mayarakat

3.1.5. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

3.1.6. Peningkatan kesehatan masyarakat

3.1.7. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

3.1.8.
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

3.1.9. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

3.1.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.2.
Program peningkatan kesempatan kerja meliputi:
3.2.1. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
3.2.2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
3.2.3. Kerjasama pendidikan dan pelatihan
3.2.4. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
3.2.5.Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
3.2.5.
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
3.2.6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.3.
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 
3.3.1. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
3.3.2.
Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

3.3.3.
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.4.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.4.
Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan meliputi:

3.4.1.Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
3.4.2.Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
3.4.3.
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
3.5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan sebagai berikut:

3.5.1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

3.5.2.
 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3.5.3.
 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
3.5.4.
 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
3.5.5.
 Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)
3.5.6.
 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG)
3.5.7.
 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
3.5.8.
 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
3.5.9.
 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
3.5.10.Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

3.5.11.Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan

3.5.12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.6.
Program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan kegiatan sebagai berikut:

3.6.1.
Pembangunan gedung sekolah
3.6.2. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
3.6.3.
Penambahan ruang kelas sekolah
3.6.4. Penambahan ruang guru sekolah
3.6.5.
 Pembangunan ruang locker siswa
3.6.6. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
3.6.7.
 Pembangunan sarana dan prasarana bermain
3.6.8. Pembangunan ruang serba guna/aula
3.6.9.
 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
3.6.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
3.6.11. Pembangunan ruang ibadah


3.6.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah
3.6.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


3.6.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
3.6.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa


3.6.16. Pengadaan pakaian seragam sekolah
3.6.17. Pengadaan pakaian olahraga


3.6.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
3.6.19. Pengadaan mebeluer sekolah


3.6.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
3.6.21. Pengadaaan alat rumah tangga sekolah


3.6.22. Pengadaaan sarana mobilitas sekolah
3.6.23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
3.6.24. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
3.6.25. Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah


3.6.26. Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa
3.6.27. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
3.6.28. Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula
3.6.29. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
3.6.30. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah
3.6.31.
 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah
3.6.32. Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah
3.6.33. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


3.6.34. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary
3.6.35. Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa



3.6.36. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah
3.6.37. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah
3.6.38. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah
3.6.39. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah


3.6.40. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
3.6.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah


3.6.42. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa
3.6.43. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
3.6.44. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi
3.6.45. Pelatihan penyusunan kurikulum
3.6.46. Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat
3.6.47. Pembinaan SMP terbuka
3.6.48. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
3.6.49.Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP


3.6.50.Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
3.6.51. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

3.6.52. Penyelenggraan paket A setara SD

3.6.53. Penyelenggraan paket B setara SMP

3.6.54. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
3.6.55.Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL)
3.6.56.Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
3.6.57. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
3.6.58. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah
3.6.59. Penyediaan beasiswa transisi
3.6.60. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
3.6.61. Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil
3.6.62. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.7.
Program pembinaan anak terlantar dengan kegiatan meliputi:

3.7.1.
 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
3.7.2.
 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
3.7.1.
 Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar

3.7.2.
 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

3.7.1.
 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar

3.7.2.
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.8.
Program pendidikan anak usia dini dengan kegiatan sebagai berikut:

3.8.1. 
Pembangunan gedung sekolah

3.8.2. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

3.8.3.
Penambahan ruang kelas sekolah

3.8.4. Penambahan ruang guru sekolah

3.8.5.
 Pembangunan ruang locker siswa

3.8.6. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

3.8.7.
 Pembangunan sarana dan prasarana bermain

3.8.8. Pembangunan ruang serba guna/aula

3.8.9.
 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

3.8.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

3.8.11. Pembangunan ruang ibadah


3.8.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah

3.8.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


3.8.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

3.8.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa


3.8.16. Pengadaan pakaian seragam sekolah

3.8.17. Pengadaan pakaian olahraga


3.8.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

3.8.19. Pengadaan mebeluer sekolah


3.8.20. Pengadaan perlengkapan sekolah

3.8.21. Pengadaaan alat rumah tangga sekolah


3.8.22. Pengadaaan sarana mobilitas sekolah

3.8.23. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

3.8.24. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

3.8.25. Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah


3.8.26. Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker siswa

3.8.27. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

3.8.28. Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula

3.8.29. Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

3.8.30. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah

3.8.31.
 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah

3.8.32. 
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah

3.8.33.
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya


3.8.34. Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

3.8.35.
Pemeliharaan rutin/berkala alat peraktik dan peraga siswa



3.8.36. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah

3.8.37. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah

3.8.38.
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah

3.8.39. Pemeliharaan rutin/berkala sarana mobilitas sekolah


3.8.40. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

3.8.41.Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah


3.8.42. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa

3.8.43. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

3.8.44. Pengembangan pendidikan anak usia dini 
3.8.45. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
3.8.46.Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini
3.8.47. Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini
3.8.48. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini
3.8.49.Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
3.8.50.Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini
3.8.51.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.9.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan sebagai berikut:

3.9.1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
3.9.2. Pembangunan balai latihan kerja
3.9.3. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja
3.9.4. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
3.9.5.

Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja
3.9.6.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
3.9.7.

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
3.9.8.

Rehabilitasi sedang/ berat sarana dan prasarana BLK
3.9.9.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.10.Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan sebagai berikut:
3.10.1.
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
3.10.2.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
3.10.3.
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
3.10.4.
Penyiapan tenaga kerja siap pakai

3.10.5.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

3.10.6.
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

3.10.7.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.11.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan sebagai berikut:

3.11.1.
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
3.11.2.
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
3.11.3.
Pemberian stimulan pembangunan desa
3.11.4.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.12.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan utamanya Pelatihan Gender
3.12.1.
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
3.12.2.
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
3.12.3.
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
3.12.4.
Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
3.12.5.
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
3.12.6.
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

3.12.7.
Penyusunan profil perlindungan perempuan lansia dan cacat

3.12.8.
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

3.12.9.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3.13.Program Keluarga Berencana dengan kegiatan sebagai berikut:

3.13.1.
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
3.13.2.
Pelayanan KIE
3.13.3.
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
3.13.4.
Pembinaan Keluarga Berencana

3.13.5.
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

3.16.Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan  pokok meliputi:

3.16.1. Advokasi dan KIE  tentang kesehatan reproduksi remaja
3.16.2.
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
3.17.Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan kegiatan pokok:

3.17.1.
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 
3.17.2.
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
3.18.Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri dengan kegiatan pokok:
3.18.1.
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
3.19.Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan pokok:

3.19.1.
Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan
3.19.2.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3.19.3.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
3.19.4.
Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
2.4.
Matriks, Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan 

(Kerangka Anggaran, Kerangka Regulasi), SKPD, Pagu Indikatif Tahunan, Program Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam Matriks.

C.
SUPREMASI HUKUM
Program pembangunan supremasi hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan kepemerintahan Kabupaten  Minahasa Selatan, yang intinya memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak asasi manusia dalam kedudukannya, berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Minahasa Selatan memprioritaskan peningkatan supremasi hukum, dalam kerangka meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama bagi aparatur daerah untuk mempelopori penegakan hukum yang bersih dan bebas KKN dalam pelayanan publik.
1. Kebijakan Supremasi Hukum diarahkan pada:
Adapun kebijakan yang ditempuh dalam pengembangan Supremasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

1.1.
Meningkatkan kompetensi penegak hukum

1.2.
Mengembangkan Peraturan Daerah (PERDA) yang mendukung kegiatan Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
1.3. 
Meningkatkan masyarakat tertib hukum dalam mengatasi adanya praktek KKN

1.4.
Meningkatkan pelayanan bantuan hukum kepada aparat dan masyarakat

1.5.
Mengembangkan sistem jaringan penegakan hukum

1.6.
Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat
2.
Program, Kegiatan

Untuk terwujudnya Visi, Misi dan program unggulan Supremasi Hukum dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

2.1.Program pengembangan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan pokoknya:

2.1.1.
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
2.1.2.
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
2.1.3.
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
2.1.4.Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

2.1.5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.2.
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kegiatan pokok meliputi:


2.2.1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
2.2.2.
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama.
2.2.3. Sosialisasi perturan perundang-undangan

2.3.Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan pokok meliputi:

2.3.1.
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

2.3.2.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
2.3.3.Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

2.3.4. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

2.3.5. Publikasi peraturan perundang-undangan
2.3.6.Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.
2.4.Progrm Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatan pokok meliputi:

2.4.1.
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
2.5.Peningkatan dokumentasi informasi hukum dengan kegiatan pokok terdiri dari:
2.5.1.
Pencetakan lembaran daerah
2.5.2.
Operasi penegakan peraturan daerah

2.5.3.
Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

2.6.Peningkatan kesadaran hukum dibidang HAM dengan kegiatan pokok meliputi:

2.6.1.
RAN-HAM

2.6.2.
Pembentukan posko Perlindungan dan pembinaan atas kejahatan  traffiking atau kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3.
Matriks, Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan
(Kerangka anggaran, kerangka regulasi), SKPD, Pagu indikatif Tahunan, Program Supremasi Hukum sebagaimana dalam Matriks. 
D. 
PENYELENGGARAAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Konstelasi pemerintahan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mengandung konsekuensi perlunya aparatur/birokrasi yang kuat, sehingga keberadaan aparatur pemerintah daerah diharapkan akan mampu memainkan peranan sebagai pemikir, perencana, sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Mengkaji aspek kualitas aparat daerah dalam memainkan peranannya mengurus rumah tangga daerah, didapati berbagai permasalahan yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan, yang berakibat tidak optimalnya upaya akselarasi pembangunan daerah.

Disisi lain perubahan masyarakat yaitu perubahan dari era industri ke era pengetahuan menyebabkan persyaratan kerja berubah, mesyarakat berubah darizaman pekerjaan tangan kezaman pekerjaan pikiran. Pekerjaan dituntut memahami bagaimana cara menghadapi kejutan-kejutan dan pengecualian-pengecualian bekerja secara spontan dan kreatif berarti memupuk resiko dan menciptakan kolaborasi dengan orang lain.

Untuk menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, aparatur pemerintah daerah harus profesional baik dari segi teknis, administrasi, maupun manajerial. Beberapa yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah pada era globalisasi ini antara lain adalah:

a).
Keterampilan mengidentifikasi masalah

b).
Keterampilan memecahkan masalah

c).
Keterampilan sebagai perantara strategic broker skills 

Dengan demikian aparatur pemerintah daerah menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance),melalui berbagai kegiatan pelayanan secara profesional, transparan dan akuntabel
1.
Permasalahan

Penyelengaraan kepemerintahan yang baik (good governance) Kabupaten Minahasa Selatan belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan sebagai berikut:

1.1.
Kualitas aparatur pemerintah belum optimal

1.2.
Sarana pelayanan publik belum memadai

1.3.
Pengelolaan potensi sumber daya belum memadai

1.4.
Pemahaman masyarakat terhadap kepemerintahan yang baik belum optimal

1.5.
Tingkat kepercayaan masyarakat (Citra) aparatur relatif rendah

1.6.
Adanya kesenjangan ekonomi ditengah-tengah masyarakat
2.
Kebijakan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (good governance) diarahkan pada:
2.1.
Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pembangunan

2.2.
Meningkatkan kompentensi aparatur pemerintah daerah

2.3.
Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat

2.4.
Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi daerah 

2.5.
Meningkatkan kelembagaan dalam penyelenggaraan kepemerintahan 

2.6.
Mengembangkan pelayanan publik aparatur daerah 

2.7.
Meningkatkan pembangunan pelayanan publik

2.8.
Meningkatkan penataan dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah
2.9.
Meningkatkan pengawasan fungsional aparatur

2.10.
Meningkatkan administrasi kependudukan dan catatan sipil

2.11.
Meningkatkan Hubungan dengan pihak Luar Negeri
3.
Program dan kegiatan

3.1
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,dengan kegiatan pokoknya meliputi:

3.1.1
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

3.1.2
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan
3.1.3
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
3.2.
Program Pembangunan  Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan pokoknya terdiri dari:

3.2.1
Pembangunan gedung terminal 

3.2.2
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 

3.2.3
Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal.

3.3. 
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan kegiatan pokoknya meliputi:

3.3.1.  Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
3.3.2.
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
3.3.3. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
3.3.4. Penyusunan standarisasi pelayanan publik

3.3.5. Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum
3.4.
Penigkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan pokoknya meliputi:

3.4.1.  Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
3.4.2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
3.4.3.  Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi PNS daerah 

3.4.4.  Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
3.5. 
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan pokok sebagai berikut:


3.5.1.  Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

3.5.2.
Seleksi penerimaan calon PNS


3.5.3.
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

3.5..
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

3.6.
Pembinaan kesehatan masyarakat, dengan kegiatan pokoknya pengendalian kesehatan masyarakat

3.7.
Pemberian jaminan kesehatan masyarakat  dengan kegiatan pokoknya :

3.7.1
Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan
3.7.2
Peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi  Puskesmas
3.8.
Kesehatan masyarakat dan reproduksi, KB, dengan kegiatan pokoknya sebagai berikut:

3.8.1.  Pencegahan dan penanggulangan kasus tetanus neonatorum

3.8.2.  Deteksi dini kehamilan beresiko tinggi.
3.8.3.  Deteksi kasus resiko tinggi pada remaja

3.8.4.  Sosialisasi penggunaan buku KIA

3.8.5.  Pembinaan kesehatan usia lanjut

3.8.6.  Pelayanan kesehatan ibu hamil
3.8.7.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular dan penanggulangan Kejadiaan luar Biasa.
3.9.
Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dengan kegiatan pokoknya penyuluhan dan sanitasi kesehatan masyarakat

3.10.
Penyehatan lingkungan dengan kegiatan pokoknya penataan sarana dan prasarana kesehatan dan sanitasi

3.11.
Penanggulangan akibat kecelakaan dengan kegiatan pokoknya pelatihan P2K, KP3K untuk Pramuka, PMR, Kelompok Generasi Muda, Kelompok Pengrajin industri kecil

3.12.
Pengembangan SIK dan Hukum dengan kegiatan pokoknya meliputi:

3.12.1. 
Retrukturisasi organisasi kesehatan

3.12.2.
Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang kesehatan

3.13.
Pengelolaan obat esensial generik dan pengawasan peredaran obat, kosmetika, alat kesehatan dan zat adiktif dengan kegiatan pokoknya pengadaan, penyimpanan, pengawasan dan pelaporan

3.14.
Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan kegiatan pokoknya pelatihan tenaga puskesmas dan rumah sakit tentang pengkajian dan pengawasan narkotika.

3.15.
Pengkoordinasian pembinaan koperasi dan UKM, Perusahaan daerah, dan Pasar serta Pertambangan energi dengan kegiatan pokoknya:

3.15.1. 
Pelatihan koperasi dan UKM

3.15.2.  
Pengkoordinasian dengan pihak pengusaha

3.15.3.  
Monitoring pertambangan dan energi

3.15.4.  
Pembinaan dan pengawasan PETI

3.15.5.  
Monitoring galian A,B dan C

3.15.6.  
Pelatihan usaha PETI

3.15.7.  
Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan

3.15.8.  
Monitoring bantuan dana dekonsentrasi

3.15.9.  
Pemutihan data sentra-sentra produksi

3.15.10.
Pemberian pelayanan, perijinan  investasi daerah

3.15.11.
Verifikasi perijinan investasi daerah

3.15.12.
Verifikasi data perijinan

3.15.13.
Pengawasan arus masuk/keluar produksi daerah
3.15.14.
Pengembangan sarana dan prasarana pasar    tradisional

3.15.15. Penataan Pasar tradisional

3.15.16. Rehabilitasi Pasar tradisional

3.15.17. Pembentukan Perusahaan Daerah

3.15.18. Pengadaan/Pembangunan sarana dan   prasarana Perusahaan Daerah
3.16.
Pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan pokoknya : 

3.16.1. Pemantapan Manajemen Pemerintahan

3.16.2. Penataan dan Pelayanan informasi     Pemerintah

3.16.3. Pengembangan Sister City (kota Kembar) dengan pihak Luar Negeri
3.16.4. Pengembangan Data Base Potensi   Kabupaten   Minahasa Selatan

3.17.
Pelayananan administrasi Pemerintahan dengan kegiatan pokoknya meliputi:

3.17.1. 
Bimbingan teknis aparatur daerah / kecamatan /desa

3.17.2. 
Rapat koordinasi pimpinan kecamatan

3.17.3. 
Penataan administrasi pemerintahan kecamatan/kelurahan/desa

3.17.4. 
Pengadaan fasilitas kantor kecamatan

3.17.5. 
Operasional penekanan Kabupaten Minahasa Tenggara dan pemekaran kecamatan, desa/kelurahan
3.18.
Pengkoordinasian pembinaan kesejahteraan masyarakat, keagamaan, pemuda dan olah raga, kegiatan pokok terdiri dari:

3.18.1. 
Pembinaan organisasi panti jompo dan panti asuhan

3.18.2. 
Penanggulangan masalah-masalah sosial

3.18.3.
Penanggulangan bencana alam

3.18.4.
Peningkatan gizi keluarga

3.18.5.
Penyelenggaraan hari-hari nasional

3.18.6.
Penataan organisasi kemasyarakatan

3.18.7.
Penyelenggaraan hari-hari keagamaan

3.18.8.
Menumbuhkembangkan kegiatan hidup beragama

3.18.9.
Penataan pertumbuhan rumah ibadah

3.18.10.
Koordinasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal

3.18.11.
Peningkatan kualitas SDM masyarakat

3.18.12.
Pembinaan generasi muda dan perempuan/gender
3.18.13.
Pembinaan pengurus cabang olahraga

3.18.14.
Pekan Olahraga Daerah dan Nasional

3.18.15.
Pembangunan stadion olahraga

3.19.
Pengembangan potensi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan sebagai berikut:

3.19.1.
Pemberdayaan anak terlantar, bimbingan dan pemberian bantuan

3.19.2.
Desiminasi informasi tentang hak-hak anak dan perempuan 

3.19.3.
Bantuan sosial KTK dan PM

3.19.4.
Penetapan peraturan perundang-undangan, penyediaan akses pelayanan sosial dan forum lanjut usia, Veteran, PACA

3.19.5.
Rehabilitasi dan perlindungan sosial PACA

3.19.6.
Fakir Miskin

3.19.7.
Rehabilitasi sosial anak dana korban NAPZA

3.19.8.
Pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial

3.19.9.
Bantuan bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial

3.19.10.
Peningkatan jumlah dan kemampuan TKSM,LSM,KT,Relawan Sosial,Orsos

3.19.11.
Penyuluhan Sosial

3.19.12.
Peningkatan sumbangan sosial

3.19.13.
Pengembangan jaminan perlindungan dan asuransi Kesejahteraan Sosial
3.20.
Penyusunan Peta kemiskinan dengan kegiatan pokok :
3.20.1
Penelitian dan penyusunan strategi Daerah Pengentasan kemiskinan 

3.20.2
Pelatihan pembinaan Pengentasan  kemiskinan 

3.21.
Peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan dengan kegiatan pokok:

3.21.1.
Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

3.21.2.
Perencanaan, pendayagunaan diklat kesejahteran sosial

3.21.3.
Penyusunan standarisasi pelayanan sosial

3.21.4.
Peningkatan kualitas tenaga dan lembaga pelayanan sosial

3.21.5.
Pengembangan sistim informasi kesejahteraan sosial

3.21.6.
Pengembangan sistim legislasi kesejahteraan sosial

3.22.
Pengembangan pengkajian masalah sosial, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.22.1.
Identifikasi dan inventarisasi data serta informasi masalah sosial

3.22.2.
Analisis data dan informasi masalah sosial

3.22.3.
Perumusan besaran dan penanganan masalah sosial

3.22.4.
Pemantauan dan evaluasi masalah sosial

3.23.
Pemberdayaan dan Pembinaan Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi  penguatan Otonomi Desa, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.23.1.
Penyediaan aturan penyelenggaraan pemerintahan desa

3.23.2.
Memfasilitasi pemilihan hukum tua

3.23.3.
Penerbitan SK dan Pelatihan Hukum Tua

3.23.4.
Memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

3.23.5.
Pelatihan aparat desa
3.23.6. 
Memfasilitasi Penguatan Otonomi Desa dan Pembangunan Desa.
3.24.
Penataan administrasi keuangan dan pembinaan teknis anggaran, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.24.1.
Pengadaan dan perawatan komputer serta pengadaan format administrasi keuangan

3.24.2.
Penelitian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan penyusunan laporan

3.24.3.
Verifikasi penggunaan anggaran

3.24.4.
Penyusunan pertanggungjawaban kegiatan daerah

3.24.5.
Evaluasi usulan calon pemegang kas dan pembinaan teknis

3.24.6.
Penelitian RASK dan Rencana Kerja Unit/Satuan Kerja
3.24.7
Penataan sistim akuntansi keuangan
3.25.
Pemantapan kegiatan penunjang pembangunan daerah, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.25.1.
Monitoring dan evaluasi proyek pembangunan daerah

3.25.2.
Musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi pembangunan daerah

3.25.3.
Sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

3.25.4.
Pembangunan gedung kantor antara lain kantor DPRD, dinas, badan dan perumahan
3.25.5.
Rehabilitasi kantor Bupati

3.25.6.
Pengadaan ruang data

3.25.7.
Rehabilitasi jalan accesbilitas pedesaan
3.26.
Pengembangan penerimaan daerah dengan kegiatan utamanya Inventarisasi dan Pengolahan data potensi pendapatan asli daerah
3.27.
Penyusunan Data Base kabupaten Minahasa Selatan

3.28.
Peningkatan penyediaan aset daerah, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.28.1.
Pensertifikatan tanah penguasaan daerah

3.28.2.
Pengadaan mobilitas 

3.28.3.
Pengadaan alat eskavator

3.28.4.
Pengadaan perlengkapan kantor

3.28.5.
Pengadaan rumah dinas/jabatan

3.28.6.
Pengadaan Aula

3.28.7.
Pemeliharaan kantor Bupati, Rumah dinas/jabatan

3.29.
Peningkatan kinerja pelayanan publik anggota DPRD, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.29.1.
Penyusunan/perhitungan anggaran operasional anggota DPRD

3.29.2.
Penyiapan anggaran tunjangan anggota DPRD
3.30.
Pengawasan Internal kegiatan pokok meliputi:

3.30.1.
Pengawasan Reguler
3.30.2.
Pengawasan Khusus
3.30.3.
Gelar pengawasan dan pemutahiran data

3.31.
Penataan administrasi kependudukan

3.31.1.
Penyusunan analisis kependudukan

3.31.2.
Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3.31.3.
Pencacahan jiwa/penduduk

3.31.4.
Pelaksanaan sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

4.4.
Matriks,Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan (Kerangka Anggaran, Kerangka Regulasi), SKPD, Pagu Indikatif Tahunan, Program Good Governance sebagaimana dalam Matriks IV terlampir :
E.
PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan :

1).
Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

2).
Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup dalam upaya meminimalisasi kerusakan/pencemaran lingkungan hidup

3).
Meningkatkan pendayagunaan berbagai kebutuhan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana dalam upaya pengembangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4).
Penghijauan/reboisasi termasuk pengembnagan DAS

5).
Menetapkan rencana umum tata ruang kabupaten/kecamatan

6).
Merancang penataan kota Amurang sebagai ibukota kabupaten, termasuk didalamnya pembangunan jalan lingkar (ring road) dan jalan alternatif untuk membuka akses perhubungan/ekonomi dari dan kekota Amurang.
1.
Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup merupakan program unggulan yang memiliki nilai strategis baik terhadap ketahanan lingkungan secara fisik dari kerusakan, pencemaran maupun ketersediaan sumber daya pembangunan yang berkelanjutan serta ketersediaan aksesbilitas sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan yang berkelanjutan pembangunan lingkungan hidup dihadapkan pada berbagai permasalahan sebagai berikut:

1.1.
Pengelolaan daya dukung pemukiman belum optimal

1.2.
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

1.3.
Penegakan hukum (low improvement) belum optimal

1.4.
Tingginya pemanfaatan produksi hutan

1.5.
Adanya pembalakkan liar (illegal logging)

1.6.
Adanya penambangan liar
1.7.
Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
2.
Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan pada:
2.1.
Pengembangan potensi sumber daya alam 

2.2.
Peningkatan eksploitasi sumber daya alam berwawasan lingkungan

2.3.
Peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya alam

2.4.
Memberikan kemudahan berinvestasi dengan aspek-aspek pengendalian 

2.5
Meningkatkan koordinasi dalam penyelarasan pengelolaan lingkungan hidup
2.6.
Peningkatan Pengkajian Penyusunan Tata Ruang
3.
Program, Kegiatan Pembangunan Lingkungan Hidup meliputi:

3.1. 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan meliputi:

3.1.1.
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
3.1.2.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 
3.1.3.
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
3.1.4.
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
3.1.5.
Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan
3.1.6.
Bimbingan teknis persampahan
3.1.7.
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
3.1.8.           Kerjasama pengelolaan persampahan
3.2.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan pokok meliputi:

3.2.1.
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
3.2.2.
Koordinasi penilaian langit biru
3.2.3.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3.2.4.
Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
3.2.5.
Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan

3.2.6.
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

3.2.7.
Koordinasi penyusunan AMDAL
3.3.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan  terdiri dari:

3.3.1.
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 
3.3.2.
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman Hayati Laut
3.3.3. 
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
3.3.4.
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air

3.3.5.
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
3.3.6.
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World Heritage Laut

3.3.7.
Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Regional

3.3.8.
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi

3.4.
Program  Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam dengan kegiatan pokok terdiri dari:

3.4.1.
Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
3.4.2.
Rehabilitasi hutan dan lahan.
3.4.3.
Penyusunan pedoman standar dan prosedur rehabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun

3.4.4.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
3.5.
Pemulihan lingkungan sumber daya hutan, dengan kegiatan pokok terdiri dari:

3.5.1.
Pengadaan bibit tanaman hutan

3.5.2.
Rehabilitasi hutan dan lahan hutan pantai

3.5.3.
Pemetaan kawasan hutan 

3.5.4.
Inventarisasi potensi hutan

3.5.5.
Penanaman sejuta pohon

3.6.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan pokok meliputi:

3.6.1.
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
3.6.2.
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah
3.7.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan pokok meliputi:

3.7.1.
Pengujian emisi kendaraan bermotor
3.7.2.
Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
3.7.3.
Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
3.7.4.
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 
3.7.5.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.8.
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan dengan kegiatan pokok meliputi:

3.8.1.
Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi
3.8.2.
Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata
3.9.
Program Pengendalian kebakaran hutan dengan kegiatan pokok meliputi:

3.9.1.
Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan
3.9.2.
Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pengendalian kebakaran hutan
3.9.3.
Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
3.10.
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut dengan kegiatan utama Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir laut
3.11.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan kegiatan utamanya 

3.11.1.
Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH
3.11.2.
Penataan RTH
3.11.3.
Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH
5.4.
Matriks,Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan (Kerangka Anggaran, Kerangka Regulasi), SKPD, Pagu Indikatif Tahunan, Program Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Matriks.
F. 
Pembangunan Perikanan,Kelautan dan Pariwisata

Pembangunan Perikanan,Kelautan dan Pariwisata diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi nelayan dan petani dalam pengembangan kemitraan usaha nelayan, membangun dan meningkatkan kapasitas dermaga/pelabuhan perikanan, fasilitas pangkalan/pendaratan ikan dilokasi strategis pesisir pantai, membangun pabrik pengalengan ikan dan peningkatan home industri perikanan (ikan kering). Pengembangan ekspor ikan, mengembangkan produksi budidaya rumput laut dan kerang mutiara, mengembangkan usaha air tawar pelestarian daerah perlindungan laut. Sedangkan sektor pariwisata, peningkatan dan pengembangan aspek kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, meningkatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata baik dalam maupun luar negeri, mengembangkan sadar wisata dikalangan masyarakat, guna menunjang pengembangan kepariwisataan. Mengembangkan fasilitas jasa pariwisata, mengembangkan agrowisata; dan mengembangkan/melestarikan seni budaya tradisional
1.
Permasalahan Pembangunan Perikanan, Kelautan dan Kepariwisataan
1.1.
Sektor Perikanan Kelautan

Permasalahan dalam pembangunan perikanan,kelautan meliputi:

1.1.1.
Adanya isu pencemaran laut

1.1.2.
Sistim pengamanan pantai dan pesisir  belum optimal

1.1.3.
Law Imforcement (penegakan hukum) belum efektif

1.1.4.
Adanya persaingan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan

1.1.5.
Lemahnya diversifikasi pengelolaan kelautan

1.1.6.
Pengelolaan tangkapan ikan belum optimal

1.1.7.
Pembudidayaan perikanan darat belum memadai

1.1.8.
Adanya penangkapan ikan secara ilegal

1.1.9.
Rendahnya penggunaan teknologi penangkapan

1.1.10.
Sarana dan prasarana belum memadai
1.2.
Sektor Kepariwisataan

Permasalahan sektor kepariwisataan, terdiri dari:

1.2.1.
Rendahnya daya saing kepariwisataan 

1.2.2.
Kurangnya promosi dan sosialisasi

1.2.3.
Sarana dan prasarana jasa kepariwisataan belum memadai

1.2.4.
Pengembangan objek wisata belum optimal

1.2.5.
Pengembangan budaya belum optimal

1.2.6.
Adanya isu teroris internasional dan regional

1.2.7.
Rendahnya kualitas SDM pengelola pariwisata

1.2.8.
Minat wisatawan mancanegara masih kurang
2.
Kebijakan Perikanan, Kelautan dan Pariwisata diarahkan pada:
2.1.
Perikanan, Kelautan meliputi:

2.1.1.
Peningkatan teknologi penangkapan ikan berskala besar

2.1.2.
Pengembangan penataan ruang pesisir 

2.1.3.
Pengembangan regulasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir serta pulau-pulau kecil

2.1.4.
Peningkatan kualitas produksi perikanan

2.1.5.
Peningkatan industri perikanan

2.1.6.
Peningkatan pengawasan penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal

2.1.7.
Pemberdayaan potensi sumber daya kelautan secara efisien

2.1.8.
Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi perikanan dan kelautan

2.1.9.
Pembangunan  sistem informasi berbasis Komputer
6.2.1.10.
Pembuatan sarana dan prasarana kelautan yang memadai termasuk penyiapan lokasi landingship didaerah pesisir pantai (Hankam) (security defenced approach)
2.2.
Pariwisata

2.2.1.
Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif melalui teknologi informasi kepariwisataan

2.2.2.
Pemberdayaan obyek wisata dengan memanfaatkan letak geografis yang strategis

2.2.3.
Mengoptimalkan kebijakan pemerintah daerah untuk menarik minat investor

2.2.4.
Meningkatkan sarana dan prasarana jasa kepariwisataan dalam memanfaatkan letak geografis yang strategis

2.2.5.
Meningkatkan pagelaran seni dan budaya untuk menarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

2.2.6.
Mengoptimalkan obyek wisata daerah melalui peningkatan sumber daya manusia pengelola pariwisata

2.2.7.
Meningkatkan potensi obyek wisata daerah dalam rangka menarik minat wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

2.2.8.
Peningkatan kualitas sosial budaya daerah bekerjasama dengan daerah lain

2.2.9.
Meningkatkan kualitas sumber daya menuju pengelolaan kepariwisataan

2.2.10.
Meningkatkan kerjasama dengan daerah tujuan wisata yang sudah maju
3.
Program,Kegiatan, Perikanan, Kelautan dan Pariwisata:
3.1.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan kegiatan Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
3.2.
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, dengan kegiatan pokok meliputi:

3.2.1.
Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
3.3.
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dengan kegiatan utama Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3.4.
Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut dengan kegiatan utama Kajian mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
3.5.
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat dengan kegiatan pokok meliputi:

3.5.1.
Penyuluhan budaya kelautan
3.6
Program pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan utamanya meliputi :

3.6.1.
Pengembangan bibit ikan unggul

3.6.2.
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

3.6.3.
Pembinaan dan pengembangan perikanan

3.7.
Program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan utamanya 

3.7.1.
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

3.7.2.
Pembangunan tempat pelelangan ikan

3.7.3.
Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan

3.7.4.
Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap
6.3.8.
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan dengan kegiatan utamanya Kajian sistem penyuluhan perikanan
6.3.9.
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan kegiatan utama Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3.10.
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kegiatan utama Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Sedangkan program, kegiatan sektor pariwisata meliputi:

3.17.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan pokok meliputi

3.17.1.
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
3.17.2.
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
3.17.3.
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
3.17.4.
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

3.17.5.
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

3.17.6.
Pemantauan dan evaluas pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

3.17.7.
Pengembangan Statistik Kepariwisataan

3.17.8.
Pelatihan pemandu wisata terpadu

3.18.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan pokok meliputi:

3.18.1.
Pengembangan objek pariwisata unggulan
3.18.2.
Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata
3.18.3.
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

3.18.4.
Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

3.18.5.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
3.18.6.
Pengembangan daerah tujuan wisata

3.18.7.
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
3.19.
Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan pokok meliputi:

3.19.1.
Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 

3.19.2.
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
3.19.3.
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

3.19.4.
Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

3.19.5.
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

3.19.6.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

3.19.7.
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

3.19.8.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
3.19.9.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6.4.
Matriks,Kebijakan, Program, Indikator Keluaran dan Indikasi Kegiatan (Kerangka Anggaran, Kerangka Regulasi), SKPD, Pagu Indikatif Tahunan, Program Pembangunan Perikanan, Kelautan dan Pariwisata, sebagaimana dalam Matriks VI terlampir:
BAB VII
PROGRAM DAN RENCANA KERJA

7.1.
Program Pembangunan Daerah

7.1.1. Program SKPD :

7.1.1.1
Sekretariat daerah Kabupaten Minahasa Selatan 

7.1.1.2
Inspektorat
7.1.1.3
Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah

7.1.1.4
Badan Kepegawaian Dearah 

7.1.1.5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

7.1.1.6
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.1.1.7
Badan Pelaksana Peyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
7.1.1.8 
Dinas Kehutanan
7.1.1.9
Dinas Pendapatan Daerah dan Pasar
7.1.1.10
Dinas Pertanian dan Kehewanan
7.1.1.11
Dinas Kelautan dan Perikanan

7.1.1.12
Dinas Pertambangan dan Energi 

7.1.1.13
Dinas Perkebunan

7.1.1.14
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi

7.1.1.15
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.1.1.16
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.1.1.17
Dinas Kesehatan

7.1.1.18
Dinas Pendidikan 

7.1.1.19
Dinas Sosial

7.1.1.20
Dinas Pekerjaan Umum

7.1.1.21
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi

7.1.1.22
Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

7.1.1.23
Kantor Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera
7.1.1.24
Kantor Ketahanan Pangan
7.1.1.25
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

7.1.1.26
Kantor Lingkungan Hidup
7.1.2
Program Lintas SKPD

7.1.2.1
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.1.2.2
Badan Pelaksana Peyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 

7.1.2.3
Dinas Kesehatan 

7.1.2.4
Dinas Pekerjaan Umum
7.1.2.5
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
7.1.2.6
Dinas Sosial
7.1.2.7
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
7.1.2.8
Dinas Pertanian dan Kehewanan
7.1.2.9
Dinas Perkebunan
7.1.2.10
Dinas Kehutanan
7.1.2.11
Dinas Pertambangan dan Energi
7.1.2.12
Dinas Perikanan dan Kelautan
7.1.2.13
Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koprasi
7.1.2.14
Kantor Ketahanan Pangan
7.2
Rencana Kerja

7.2.1
Rencana Kerja Kerangka Regulasi

Rencana kerja kerangka regulasi, merupakan kegiatan pemerintah yang bersifat peraturan, memfasilitasi dan mendorang agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat bertumbuh berkembang/berpartisipasi melalui penyedian perangkat peraturan daerah. Meningkatkan pelayanan publik serta memberikan kemudahan dalam usaha ekonomi kerakyatan

7.2.2
Rencana Kerja Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dari APBD,APBD Propinsi dan APBN serat bersumber dari pendanaan lainnya yang sah, sebagaimana dalam Matriks Program Lima Tahunan SKPD dan Matriks program Tahunan terlampir  :

BAB VIII

PENUTUP

1.
Program Transisi

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan, yang akan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan periode 2005-2010, maka perlu menyusun program transisi sebagai antisipasi kekosongan dokumen perencanaan dimaksud diatas, dan atau melanjutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tertata dalam APBD Tahun anggaran 2010.

Kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 maka pemerintah daerah,yang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, akan memprakarsai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011 sesuai jadwal pelaksanaan musyawarah perencanaan.

Pembangunan (musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan 2010 serta masalah-masalah pembangunan daerah yang akan dihadapi dalam tahun 2011.

Adapun program transisi sebagai alternatif dalam mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah 2011-2015, yang akan nantinya dijabarkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2011-2015 sebagai berikut:
1.1.
Pengembangan sumber daya manusia dengan kegiatan pokoknya terdiri dari:

1.1.1.
Peningkatan kualitas pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan (SD,SMP, SMA/SMU,sederajat)

1.1.2.
Pemberian subsidi pendidikan

1.1.3.
Peningkatan kesehatan masyarakat

1.1.4.
Peningkatan kualitas aparatur

1.2.
Pengembangan Agribisnis (agro produksi, agro industri dan agro marketing)

1.2.1.
Intensifikasi dan diversifikasi komoditi holtikultura

1.2.2.
Pencetakan lahan pertanian rakyat

1.2.3.
Pemeliharaan jaringan irigasi

1.3.
Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance)

1.3.1.
Rehabilitasi saranan infrastruktur (jalan,jembatan)

1.3.2.
Rehabilitasi fasilitas pelayanan publik (gedung kantor/sekolah)

1.3.3.
Penataan struktur kelembagaan pemerintah

1.3.4.
Penyelenggaraan pelayanan publik

1.3.5.
Pengadaan mobilitas operasional Bupati/wakil Bupati yang baru

1.3.6.
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2.
Kaidah Pelaksanaan


2.1.
RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam 
menyusun Renstra-SKPD


2.2.
RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD


2.3.
Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam 
pelaksanaan RPJM Daerah


2.4.
Merupakan dasar evalusi dan laporan pelaksanaan atas 
kinerja lima tahunan 
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